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Regina Amelia (B 111 11 440), Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak 
Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Tahanan dibimbing oleh 
Prof. Dr. A.S. Alam dan Kaisaruddin Kamaruddin, S.H. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Untuk mengetahui  Untuk 
mengetahui Faktor-faktor  yang menyebabkan terjadinya tindak pidana 
penganiayaan yang dilakukan oleh tahanan serta upaya 
penanggulangannya. 
 
Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta, maka penulis 
berkesimpulan antara lain: a) Faktor-faktor  yang menyebabkan terjadinya 
tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh tahanan adalah 
Kapasitas kamar tahanan yang tidak memadai, Masalah individu Tidak 
harmonisnya hubungan sosial antar tahanan b) Untuk mencegah 
terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh tahanan pada Rumah 
Tahanan Negara Klas I Kota Makssar, kesatuan pengamanan melakukan 
pengawasan pada setiap kamar dan tempat-tempat tahanan melakukan 
kegiatan selama 1x24 jam. Selain itu setiap blok dijaga oleh piket umum. 
Piket umum bertugas menjaga tahanan dan memastikan bahwa tidak 
terjadi gangguan ketertiban dalam Rumah Tahanan. 
 
Penulis rekomendasikan yakni: a) Petugas Rumah Tahanan Negara Klas I 
Kota Makssar diharapakan, Menambah jumlah kamar tahanan, Melakukan 
kegiatan perkenalan terhadap tahanan baru dengan tahanan yang lama, 
dan Melakukan bimbingan konseling kepada tahanan. b) Diharapakan 
upaya pengawasan yang dilakukan oleh kesatuan pengamanan yuang 
dibagi dalam 3 shif dapat tambah menjadi 4 shif. Penambahan 1 (satu) 
shif ini dimaksudkan agar pada jam 6 malam sampai dengan jam 7 pagi 
dapat dibagi menjadi jam 6 malam sampai dengan jam 12 malam dan jam 
12 malam sampai dengan jam 7 pagi. Agar pelaksanaan pengawasan 
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A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia merupakan Negara kesatuan yang terdiri dari berbagai 
suku, agama dan budaya. Kemajemukan merupakan suatu potensi dalam 
pembangunan nasional, namun disisi lain kemajemukan tersebut dapat 
menjadi ancaman bagi terselenggaranya pembangunan nasional apabila 
segenap potensi tersebut tidak bisa diberdayakan partisipasinya dalam 
pembangunan. 
Kemajemukan yang di miliki oleh bangsa Indonesia merupakan 
suatu yang rentan konflik karena di picu oleh hasutan dan pengaruh 
gejolak sosial yang dapat mendorong terjadinya disintegrasi masyarakat. 
Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang sangat berkembang 
pesat belakangan ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap 
perubahan sosial budaya dan kultur bangsa Indonesia. Perubahan 
pergaulan hidup yang mengakibatkan perubahan pada diri manusia yang 
terjadi secara lambat maupun cepat dapat menyebabkan terjadinya 
suasana yang harmonis dan disharmonis. 
Kondisi ini akan memunculkan persaingan yang tidak sehat dalam 
kehidupan bermasyarakat terkhusus kepada para remaja, contohnya 
sesama pelajar di lingkup Sekolah Menengah Atas, yang pada akhirnya 
menimbulkan frustasi yang berkepanjangan sehingga memunculkan 
konflik-konflik baru dalam bersosialisasi yang sebelumnya tidak pernah 
terjadi. Rasa ketidakadilan juga merupakan salah satu faktor yang dapat 
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memicu terjadinya konflik-konflik antar sesama pelajar dalam lingkup 
pergaulan disekolah. Dan faktor utama timbulnya rasa ketidakadilan 
menurut teori Deprivasi Relatif Walker & Petigrew, (Faturrochman 
2006:99) ialah: 
“Tidak terpenuhinya harapan yang menurut mereka seharusnya 
terpenuhi. Perasaan tidak adil ini timbul bila orang membandingkan 
keadaan diri mereka dengan orang lain yang ada disekitarnya”. Dalam 
memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak jarang terjadi benturan kepentingan 
antara manusia satu dengan manusia lainnya yang dapat menyebabkan 
terjadinya suatu kejahatan. Benturan kepentingan selalu saja 
menimbulkan kesalahpahaman yang merupakan akar permasalahan dari 
perkelahian antar individu dalam suatu interaksi sosial. Perkelahian fisik 
antar sesama manusia di dalam masyarakat semakin sering terjadi, 
pelakunya mulai dari pelajar, mahasiswa, kelompok masyarakat yang 
biasanya hidup berdampingan dalam suatu wilayah tertentu, yang tentu 
saja menimbulkan korban yang tidak sedikit baik materi maupun non-
materi. Permasalahan ini bukanlah fenomena baru dibeberapa kota besar 
di Indonesia, termasuk Sulawesi Selatan khususnya Kota Palopo. 
Perkelahian antar pelajar yang dilakukan oleh individu-individu 
yang merangkum diri dalam suatu atau beberapa kelompok memiliki ciri 
yang unik dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Keunikan tersebut 
antara lain bahwa pada saat terjadinya perkelahian kita dapat 
menyaksikan keterlibatan massa, namun hanya segelintir saja dari massa 
pelaku yang di proses. Sebagai contoh kasus perkelahian antar pelajar 
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akhir-akhir ini menunjukkan peningkatan yang cukup besar di wilayah 
negeri ini. Sementara penyebab dari perkelahian antar pelajar yang terjadi 
saat ini hanyalah sepeleh secara pasti awal mula perkelahian sehingga 
pencegahannya pun hanya sebatas mendamaikan dan mengusut pelaku-
pelaku perkelahian.  
Secara garis besar Tawuran merupakan suatu perkelahian atau 
tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok atau suatu rumpun 
masyarakat. Kata tawuran sepertinya bagi masyarakat Indonesia ini sudah 
tidak asing lagi di telinga. Pada umumnya, tawuran diamati sebagai suatu 
tindakan yang tidak dibenarkan. 
 Tawuran antar pelajar maupun tawuran antar remaja semakin 
menjadi semenjak terciptanya geng-geng sekelompok anak muda. Mereka 
sudah tidak merasa bahwa perbuatan tawuran yang dilakukan sangatlah 
tidak terpuji dan bisa menggangu ketenangan dan ketertiban masyarakat. 
Sebaliknya, mereka malah merasa bangga jika masyarakat itu takut 
dengan geng/kelompoknya. Seorang pelajar yang berpendidikan 
seharusnya tidak melakukan tindakan yang tidak terpuji seperti itu. 
Biasanya permusuhan antar sekolah itu terjadi dimulai dari masalah 
yang sangat sepele. Remaja yang masih labil tingkat emosinya justru 
menanggapi sebagai sebuah tantangan bagi mereka. Masalah sepele 
tersebut bisa berupa saling ejek ataupun masalah memperebutkan 
seorang wanita. Pemicu lain biasanya adanya rasa dendam. Dengan rasa 
kesetiakawanan yang tinggi para siswa tersebut akan membalas 
perlakuan yang disebabkan oleh siswa sekolah yang dianggap merugikan 
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seorang siswa atau mencemarkan nama baik sekolah. Sebenarnya jika 
dilihat lebih dalam lagi, salah satu akar penyebabnya adalah 
permasalahan yang dihadapi individu yang kemudian menyebabkan 
depresi seseorang, sebagaimana kita tahu bahwa materi pendidikan di 
sekolah Indonesia itu cukup berat. Akhirnya stress yang memuncak itu 
mereka tumpahkan dalam bentuk yang tidak terkendali yaitu tawuran.  
Sekolah sebagai lembaga yang dirancang untuk pelajar siswa/murid yang 
berada di bawah pengawasan guru guna sebagai pengganti orang tua 
siswa disekolah tempat bagi anak untuk menuntut ilmu, untuk  
mencerdaskan generasi muda sebagai salah satu  sumber daya manusia 
yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. 
Pembinaan dan perlindungan dalam rangka  menjamin  fisik, mental, dan 
sosial secara utuh, selaras, dan seimbang membutuhkan pendidik yang 
baik dan cerdas. Namun dalam membentuk karakter siswa yang baik 
tidaklah mudah, selain cerdas, seorang guru juga diharapkan mampu 
menjadi teladan bagi orang yang dididiknya. Hal terpenting adalah 
bagaimana menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan persoalan 
ini. Seluruh lapisan masyarakat dituntut harus ikut berperan dalam 
menanggulangi kasus tawuran pelajar, yaitu orang tua, guru/sekolah, 
pemerintah termasuk juga aparat kepolisian yang menangani para pelaku 






B. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang masalah di atas dan untuk lebih memfokuskan 
penulisan skripsi ini, maka rumusan masalah yang diangkat adalah 
sebagai berikut : 
1. Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya tawuran antar sekolah 
yang dilakukan oleh pelajar di Kota Palopo ? 
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam 
menanggulangi tawuran antar sekolah di Kota Palopo?  
 
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan 
  Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dan kegunaan 
dari penulisan skripsi  ini adalah : 
1. Tujuan Penulisan 
a. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya 
tawuran antar sekolah yang di lakukan oleh pelajar di Kota 
Palopo 
b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian 
dalam menanggulangi tawuran antar sekolah di Kota Palopo 
2. Kegunaan Penulisan 
a. Dari segi teoritis, Bagi perkembangan ilmu pengetahuan (baik 
di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana maupun hukum 
perdata). Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan 
bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya pada bidang 
hukum pidana dalam kaitannya dengan penanganan pelaku 
tawuran pelajar dan aturan-aturan hukumnya. Hasil penelitian 
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ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi penelitian-
penelitian untuk tahap berikutnya dan memberikan sumbangan 
penelitian tidak hanya pada teori tetapi juga dalam prakteknya. 
b. Dari segi praktis: 
- Bagi Penulis : Untuk memperbanyak wawasan penulis 
dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan memahami 
bagaimana peran aparat kepolisian dalam penanganan 
terhadap pelaku tawuran pelajar.  
- Bagi Masyarakat : Masyarakat akan mengetahui 
bagaimana peran kepolisian dalam menangani pelaku 
tawuran pelajar dan bagaimana para pelajar yang terlibat 
mendapatkan hukuman yang sesuai dengan peraturan 









A. Tinjauan Umum Terhadap Kriminologi 
1. Pengertian Kriminologi 
Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari  
kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali 
dikemukakan oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi 
Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata crime yang 
berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan, maka 
kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan. 
Beberapa sarjana terkemuka (A. S. Alam et al, 2010:1) memberikan 
definisi kriminologi sebagai  berikut : 
1) Edwin  H. Sutherland : Criminolgy is the body of knowledge 
regarding delinquency and crime as social phenomena (Kriminologi  
adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja 
dan kejahatan sebagai gejala sosial). 
2) W.A. Bonger : Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang 
bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. 
3) J. Constant : Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan 
menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya 
kejahatan dan penjahat. 
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4) WME. Noach : Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang 
menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tiingkah laku yang tidak 
senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya. 
Menurut (Muh. Mustofa, 2013:3) Kriminologi, dalam pengertian 
umum, merupakan kumpulan ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala 
kejahatan. Dalam pengertian umum ini kriminologi merupakan kajian (the 
study) dengan pendekatan multidisiplin, metode penelitiannya tergantung 
pada disiplin utamanya. 
2. Ruang Lingkup Kriminologi 
Ruang lingkup pembahasan kriminologi menurut (A. S. Alam et al, 
2010:2)  meliputi tiga hal pokok, yaitu: 
1) Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (making laws). 
Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (procces of 
making laws) yang meliputi: 
a) Defenisi kejahatan 
b) Unsur-unsur kejahatan 
c) Relativitas pengertian kejahatan 
d) Penggolongan kejahatan 
e) Statistik kejahatan 
2) Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan 
terjadinya kejahatan (breaking of laws). Sedangkan yang dibahas 
dalam etiologi kriminal (breaking of laws) meliputi : 
a) Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi 
b) Teori-teori kriminologi 
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c) Berbagai perspektif kriminologi 
3) Reaksi terhadap pelanggaran hukum (reacting toward the breaking 
of laws). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada 
pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi 
terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan 
kejahatan (criminal preventation). Selanjutnya yang dibahas dalam 
bagian ketiga adalah perlakuan  terhadap pelanggar-pelanggar 
hukum (reacting toward the breaking laws). Meliputi: 
a) Teori-teori penghukuman 
b) Upaya-upaya penanggulangan atau pencegahan kejahatan, 
baik berupa tindakan pre-emtif, preventif, represif, dan 
rehabilitatif. 
Dengan demikian, secara umum dapat disimpulkan bahwa 
kriminologi mempelajari tentang kejahatan yaitu norma-norma yang ada 
dalam peraturan pidana, yang kedua yaitu mempelajari pelakunya yang 
sering disebut penjahat. Dan yang ketiga yaitu bagaimana tanggapan  
atau reaksi  masyarakat terhadap gejala-gejala timbul dalam masyarakat. 
3. Pembagian Kriminologi 
Menurut (A.S. Alam et al, 2010:4) kriminologi dapat dibagi dalam dua 
golongan besar, yaitu :  
a. Kriminologi Teoritis 
Secara teoritis kriminologi ini dapat dipisahkan kedalam lima 
cabang pengetahuan. Tiap-tiap bagiannya memperdalam 
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pengetahuannya mengenai sebab-sebab kejahatan secara 
teoritis. Kelima cabang pengetahuan tersebut, terdiri atas : 
1. Antropologi Kriminal : 
Antropologi kriminal merupakan ilmu pengetahuan yang 
mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari 
seorang penjahat. Misalnya: menurut C. Lambroso, ciri 
seorang penjahat diantaranya : tengkoraknya panjang, 
rambutnya lebat, tulang pelipisnya menonjol keluar, 
dahinya mencong, dan seterusnya. 
2. Sosiologi Kriminal : 
Sosiologi kriminal merupakan ilmu pengetahuan yang 
mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial. Yang 
termasuk di dalam kategori sosiologi kriminal adalah : 
- Etiologi Sosial : 
Yaitu ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab 
timbulnya suatu kejahatan. 
- Geografis : 
Yaitu ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik 
antara letak suatu daerah dengan kejahatan. 
- Klimatologis : 
Yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik 





3. Psikologi Kriminal : 
Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari 
sudut ilmu jiwa. Yang termasuk dalam golongan ini 
adalah : 
- Tipologi : 
Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari golongan-
golongan penjahat. 
- Psikologi Sosial Kriminal : 
Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan 
dari segi ilmu jiwa sosial. 
4. Psikologi dan Neuro Phatology Kriminal : 
Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang 
penjahat yang sakit jiwa/ gila. Misalnya mempelajari 
penjahat-penjahat yang masih dirawat di rumah sakit 
jiwa, seperti : Rumah Sakit Jiwa Dadi Makassar. 
5. Penologi : 
Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang 
sejarah, arti dan faedah hukum. 
b. Kriminologi Praktis 
Yaitu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas 
kejahatan yang timbul di dalam masyarakat. Dapat pula 
disebutkan bahwa kriminologi praktis merupakan ilmu 
pengetahuan yang diamalkan (applied criminology). Cabang-
cabang dari kriminologi praktis ini adalah : 
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- Hygiene Kriminal : 
Yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk 
memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan. 
Misalnya meningkatkan perekonomian rakyat, 
penyuluhan (guidance and counceling) penyediaan 
sarana olahraga, dan lainnya. 
- Politik Kriminal : 
Yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimanakah 
caranya menetapkan hukum yang sebaik-baiknya 
kepada terpidana agar ia dapat menyadari 
kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan 
kejahatan lagi. Untuk dapat menjatuhkan hukuman 
yang seadil-adilnya, maka diperlukan keyakinan serta 
pembuktian, sedangkan untuk dapat memperoleh 
semuanya itu diperlukan penyelidikan tentang 
bagaimanakah teknik si penjahat melakukan 
kejahatan. 
- Kriminalistik (police scientific) 
Ilmu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan 
penangkapan pelaku kejahatan. 
4. Teori Kriminologi  
Setelah menjelajah sejarah perkembangan kriminologi, pengertian, 
obyek studi, serta sejarah perkembangan akal manusia dalam memahami 
fenomena kejahatan sampai penggolongan teori dalam kriminologi, 
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berikutnya kita akan beralih ke pembahasan tentang teori-teori dalam 
Kriminologi. Mengingat banyaknya teori-teori tersebut maka kita mencoba 
untuk memfokuskan pada teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari 
perspektif Biologis dan Psikologis (Topo Santoso et al, 2001:35)  
Teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif Biologis dan 
Psikologis “Penelitian modern yang berusaha menjelaskan faktor-faktor 
kejahatan biasanya dialamatkan pada Cesare Lombroso (1835-1909), 
seorang Italia yang sering dianggap sebagai “the father of modern 
criminology”. Era Lombroso juga menandai pendekatan baru dalam 
menjelaskan kejahatan, yaitu dari mazhab klasik menuju mazhab positif. 
Perbedaan paling signifikan antara mazhab klasik dan mazhab positifis 
adalah bahwa yang terakhir tadi mencari fakta-fakta empiris untuk 
mengkonfimasi gagasan bahwa kejahatan itu ditentukan oleh berbagai 
faktor. Adapun tokoh-tokoh Biologis mengikuti tradisi Cesare Lombroso, 
Rafaelle Garofalo serta Charles Goring dalam upya penelusuran mereka 
guna menjawab pertanyaan tentang tingkah laku kriminal.” 
 
B. Tinjauan Umum Terhadap Kejahatan 
1. Pengertian Kejahatan 
Istilah kriminal sudah lazim digunakan dalam ilmu hukum. Kata 
kriminal berasal dari kata crimen yang berarti kejahatan. Didalam kitab 
undang-undang hukum pidana (KUHP) diadakan perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran, namun dewasa ini sudah susah 
dipertahankan lagi. Contohnya adalah rancangan kitab undang-undang 
hukum pidana baru yang tidak mengenal istilah pelanggaran. 
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Perkataan kejahatan menurut istilah tata bahasa adalah perbuatan 
atau tindakan yang tercela oleh masyarakat, misalnya pembunuhan dan 
pencurian yang dilakukan oleh manusia. 
Abdulsyani (1987:68) menyatakan kejahatan merupakan perilaku 
manusia dalam masyarakat oleh karenanya kejahatan bukan semata-mata 
produk pribadi seseorang, tetapi juga dibentuk dari hubungannya dengan 
masyarakat.  
Pertama, dari sudut pandang hukum (a crime from the legal point of 
view). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah 
laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu 
perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-
undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan 
kejahatan. Contoh konkrit dalam hal ini adalah perbuatan seorang wanita 
yang melacurkan diri. Dilihat dari definisi hukum, perbuatan wanita 
tersebut bukan kejahatan karena perbuatan melacurkan diri tidak dilarang 
dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Sesungguhnya perbuatan 
itu tetap bukan kejahatan dilihat dari definisi hukum, karena tidak 
melanggar perundang-undangan yang berlaku. 
Kedua, dari sudut pandang masyarakat (a crime from the 
sociological point of view) : setiap perbuatan yang melanggar norma-
norma yang masih hidup didalam masyarakat: Contohnya di dalam hal ini 
adalah “bila seorang muslim meminum minuman keras sampai mabuk, 
perbuatan itu merupakan dosa (kejahatan) dari sudut pandang Islam, dan 
namun dari sudut pandang hukum bukan kejahatan. 
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Pengertian istilah kekerasan atau la violencia di Columbia, the 
vendetta barbaricina di Sardinia, Italia, atau La vida vale nada ( life is 
worth nothing) di El Salvador (Hagan, John, 1981) yang di tempatkan di 
belakang kata kejahatan sering menyesatkan khalayak. Karena sering 
ditafsirkan seolah-olah sesuatu yang dilakukan dengan “kekerasan” 
dengan sendirinya merupakan kejahatan. Hal ini perlu dijernihkan.  
Menurut para ahli, kekerasan yang digunakan sedemikian rupa 
sehingga mengakibatkan terjadi kerusakan, baik fisik ataupun psikis, 
adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu 
merupakan kejahatan. 
pengertian kejahatan sangat relative (selalu berubah), baik ditinjau 
dari sudut pandang hukum (lega definition of crime), maupun ditinjau dari 
sudut pandang masyarakat (sociological definition of crime) (A. S, Alam et 
al, 2010:19) 
1. Isi pasal-pasal dari hukum pidana sering berubah. Contoh: 
Undang-undang narkotika yang lama yakni UU No. 9 Tahun 
1976 digantikan oleh undang-undang narkotika yang baru, UU 
No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. 
2. Pengertian kejahatan menurut anggapan suatu masyarakat 
tertentu juga selalu berubah Contoh : di Sulawesi Selatan 
beberapa puluh tahun lalu, seorang bangsawan putri dilarang 
kawin dengan laki-laki biasa/bukan bangsawan. Barang siapa 
melanggarnya dianggap melakukan kejahatan berat. Norma 
tersebut sekarang ini sudah tidak berlaku lagi. 
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3. Pengertian kejahatan sering berbeda dari suatu tempat ke 
tempat yang lain, dari suatu daerah ke daerah yang lain. 
Misalnya, ada daerah bila kedatangan tamu terhormat, sang 
tamu tersebut disodori gadis untuk menemaninya di tempat 
tersebut, sedangkan di tempat lain (kebudayaan lain), hal itu 
merupakan suatu hal yang memalukan (jahat). 
4. Di dalam penerapan hukum juga sering berbeda. Suatu 
tindakan yang serupa, kadang-kadang mendapat hukuman 
yang berbeda dari hakim yang berbeda pula. 
5. Juga sering terlihat adanya perbedaan materi hukum pidana 
antara suatu Negara dibandingkan dengan Negara lain. Contoh, 
pelacuran rumah bordil (brothel prostitution) di Australia dilarang 
di dalam KUHP Australia, sedangkan pelacuran di negeri 
Belanda tidak di larang. 
Terlepas dari berbagai pendapat yang ada maka pada hakikatnya 
pengertian kejahatannya (Arif Gosita 2004:100) dapat diklasifikasikan atas 
3 pengertian: 
1. Pengertian kejahatan dari sudut pandang yuridis: secara yuridis 
formal kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan 
dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, asocial 
sifatnya dan melanggar undang-undang pidana (KUHP). Di dalam 
KUHP sendiri tak ditentukan pengertian kejahatan, tapi tidak 
dirumuskan bahwa kejahatan adalah semua bentuk perbuatan 
yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP. 
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2. Pengertian kejahatan dari sudut pandang sosiologis: secara 
sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang 
diciptakan oleh masyarakat atau dengan kata lain kejahatan adalah 
semua bentuk ucapan, perbuatan, tingkah laku yang secara 
ekonomis, politis dan sosio-psikis sangat merugikan masyarakat, 
melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan 
warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang 
maupun yang belum tecantum). 
3. Pengertian kejahatan dari sudut pandang kriminologi: secara 
kriminologis adalah segala perbuatan manusia dalam bidang politis, 
ekonomi dan sosial yang sangat merugikan dan berakibat jatuhnya 
korban-korban baik individual maupun korban kelompok atau 
golongan-golongan masyarakat.  
2. Unsur-unsur Kejahatan 
Untuk menyebutkan sesuatu perbuatan sebagai kejahatan ada 
tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi. (A. S. Alam 
et al, 2010: 18). Ketujuh unsur tersebut adalah: 
1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (harm). 
2. Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang-
undang Hukum Pidana (KUHP). Contoh, misalnya orang 
dilarang mencuri, dimana larangan yang menimbulkan kerugian 
tersebut telah diatur di dalam Pasal 362 KUHP (asas legalitas). 
3. Harus ada perbuatan (criminal act). 
4. Harus ada maksud jahat (criminal intent = mens rea). 
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5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat. 
6. Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di 
dalam KUHP dengan perbuatan. 
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut. 
Mengenai unsur-unsur yang disebutkan diatas, Sutherland 
menulis sebagai berikut.. 
3. Teori Penyebab Kejahatan 
Berbeda dengan teori-teori sebelumnya, teori-teori sosiologis 
mrncari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatannya (A. S. 
Alam et al (2010:45) di dalam lingkungan sosial. Teori-teori ini dapat 
dikelompokkan menjadi tiga kategori umum, yaitu : 
1. Anomie (ketiadaan norma) atau Strain (ketegangan) 
2. Cultural Deviance (penyimpangan budaya) 
3. Social Control (control social) 
Teori Anomie dan Penyimpangan Budaya, memusatkan perhatian 
pada kekuatan-kekuatan social (social force) yang menyebabkan orang 
melakukan aktivitas criminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas social dan 
tingkah laku criminal saling berhubungan. Pada penganut teori anmie 
beranggapan seluruh anggota masyarakatnya mengikuti seperangkat 
nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah, yakni adanya 
anggapan bahwa nilai-nilai budaya terpenting adalah keberhasilan dalam 
ekonomi. Karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-
sarana yang sah (legitimate means) untuk mencapai tujuan tersebut, 
seperti gaji tinggi, bidang usaha yang maju, dll, mereka menjadi frustasi 
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dalam beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah (illegitimate 
means). Sebagaimana konsekuensinya, manakala orang orang kelas 
bawah mengikuti system nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah 
melanggar norma-norma konvensional dengan cara mencuri, merampok, 
dan sebagainnya.  
A.S. Alam et al (2010:46) Faktor-faktor yang berperan dalam 
timbulnya kejahatan, Walter Lunden berpendapat bahwa: 
Gejala yang dihadapi Negara-negara yang sedang berkembang 
adalah sebagai berikut: 
a. Gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota-kota jumlahnya 
cukup besar dan sukar dicegah. 
b. Terjadi konflik antara norma adat pedesaan tradisional dengan 
norma-norma baru yang tumbuh dalam proses dan pergeseran 
social yang cepat, terutama di kota-kota besar. 
c. Memudarnya pola-pola kepribadian individu yang terkait kuat 
pada pola control social tradisionalnya, sehingga anggota 
masyarakat terutama remajanya menghadapinya “samarpola 
(ketidak taatan pada pola) untuk menentukan perilakunya. 
a. Teori-teori Anomie 
1. Emile Durkheim 
Ahli sosiologi Perancis Emile Durkheim (1858 – 1917), 
menekankan pada ‘normlessness, lessens social control’ yang berarti 
mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial yang berpengaruh 
terhadap terjadinya kemerosotan moral, yang menyebabkan individu 
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sukar menyesuaikan diri dalam perubahan norma, bahkan kerapkali 
terjadi konflik norma dalam pergaulan. Individualisme meningkat dan 
timbul berbagai gaya hidup baru, yang besar kemungkinan menciptakan 
kebebasan yang lebih luas di samping meningkatkan kemungkinan 
perilaku yang menyimpang, seperti kebebasan seks dikalangan anak 
muda.  
Menurut Durkheim, penjelasan tentang perbuatan manusia tidak 
terletak pada diri si individu, tetapi terletak pada kelompok dan organisasi 
sosial. Dalam konteks inilah Durkheim memperkenalkan istilah anomie 
sebagai hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat hilangnya patokan-
patokan dan nilai-nilai. Anomie dalam teori Durkheim juga di pandang 
sebagai kondisi yang mendorong sifat individualistis (memenangkan diri 
sendiri/egois) yang cenderung melepaskan pengendalian sosial. 
Keadaan ini akan diikuti dengan perilaku menyimpang dalam pergaulan 
masyarakat. 
Ilustrasi terbaik dari konsep Durkheim adalah salah satu diskusi 
tentang bunuh diri (suicide) yang terjadi di Perancis, dana bukan tentang 
kejahatan. Ketika Durkheim menganalisis data statistic ia mendapati 
bahwa angka bunuh diri meningkat selama perubahan ekonomi yang tiba-
tiba (sudden economic change), baik perubahan itu depresi hebat ataupun 
kemakmuran yang tidak terduga.  
Durkheim mengemukakan bahwa bunuh diri atau suicide berasal 
dari kondisi sosial yang menekan (strain/stress), yaitu : 
1. Deregulasi kebutuhan atau anomi. 
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2. Regulasi yang keterlaluan atau fatalism. 
3. Kurangnya integrasi structural atau egoism. 
4. Proses sosialisasi dari seorang individu kepada suatu nilai 
budaya “altruistic” yang mendorong bersangkutan untuk 
melakukan bunuh diri. (hipotesiske-4 ini bukan termasuk teori 
stress). 
2. Robert Merton 
Robert Merton dalam ‘social theory and social structure’ pada tahun 
1957 yang berkaitan dengan teori anomie Dukheim mengemukakan 
bahwa anomie adalah satu kondisi manakala tujuan tidak tercapai oleh 
keinginan dala interaksi sosial. Dengan kata lain anomie is a gap 
between goals and means creates deviance. Tetapi konsep Merton 
tentang anomie agak berbeda dengan konsep Dukheim. Masalah 
sesungguhnya tidak diciptakan oleh sudden social change tetapi oleh 
social structure yang menawarkan tujuan-tujuan yang sama untuk 
mencapainya. 
Berdasarkan perspektif tersebut struktur sosial merupakan akar dari 
masalah kejahatan (a structural explanation). Teori ini berasumsi bahwa 
orang itu taat hukum dan semua orang dalam masyarakat memiliki tujuan  
yang sama (meraih kemakmuran), akan tetapi didalam tekanan besar 
akan melakukan kejahatan. Keinginan untuk meningkatakan secara 
sosial (social mobility) membawa pada penyimpangan, karena struktur 
sosial yang membatasi akses menuju tujuan melalui legitimate means 
(pendidikan tinggi, bekerja keras, koneksi keluarga).  
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Dalam masyarakat menurut pandangan Merton telah melembaga 
suatu cita-cita (goals) untuk mengejar sukses semaksimal mungkin yang 
umumnya diukur dari harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Untuk 
mencapai sukses yang dimaksud, masyarakat sudah menetapkan cara-
cara (means) tertentu yang diakui dan dibenarkan yang harus ditempuh 
seseorang. Meskipun demikian pada kenyataannya tidak semua orang 
mencapai cita-cita dimaksud melalui legitimated means (mematuhi 
hukum). Oleh karena itu, terdapat individu yang berusaha mencapai cita-
cita dimaksud melalui cara yang melanggar undang-undang (illegitimated 
means). 
Merton mengemukakan bentuk kemungkinan penyesuaian atau 
adaptasi bagi anggota masyarakat untuk mengatasi strain (mode of 
adaptation), yaitu : 
1. Conformity, merupakan prilaku yang terjadi manakala tujuan dan 
cara yang sudah ada dimasyarakat diterima dan melalui sikap itu 
seseorang mencapai keberhasilan 
2. Innovation, terjadi ketika masyarakat beralih menggunakan 
illegitimate means atau sarana-sarana yang tidak sah jika mereka 
menemui dinding atau halangan terhadap saran yang sah untuk 
menemui sukses ekonomi tersebut. 
3. Ritualism, adanya penyesuaian diri dengan norma-norma yang 
mengatur instutionalized means, dan hidup dalam batas-batas 
rutinitas hidup sehari-hari (pasrah). 
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4. Retreatism, mencerminkan mereka yang terlempar dari kehidupan 
kemasyarakatan (mengucilkan diri). 
5. Rebellion, adaptasi orang-orang yang tidak hanya menolak, tetapi 
juga berkeinginan untuk mengubah system yang ada 
(demonstrasi).  
3. Cloward dan Ohlin 
Teori Anomie versi Cloward dan Ohlin menekankan adanya 
Differential Opportunity, dalam kehidupan dan struktur masyarakat. 
Pendapat Cloward dan Ohlin dimuat dalam karya Delinquency and 
Opportunity, bahwa para kaum muda kelas bawah akan cenderung 
memilih satu tipe subkultural lainnya (gang) yang sesuai dengan situasi 
anomie mereka dan tergantung pada adanya struktur peluang melawan 
hukum dalam lingkungan mereka. 
4. Cohen  
Teori Anomie Cohen disebut Lower Class Reaction Theory. Inti teori 
ini adalah delinkuensi timbul dari reaksi bawah terhadap nilai-nilai kelas 
menengah yang dirasakan oleh remaja kelas bawah sebagai tidak adil 
dan harus dilawan. 
5. Kritik Terhadap Teori Anomi 
Traub dan little (1975) memberikan kritiknya sebagai berikut : Teori 
anomie tampaknya beranggapan bahwa di setiap masyarakat terdapat 
nilai-nilai dan norma-norma yang dominan yang diterima sebagian besar 
masyarakatnya, dan teori ini tidak menjelaskan secara memadai mengapa 
hanya individu-individu tertentu dari golongan masyarakat bawah yang 
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melakukan penyimpangan. Analisis Merton sama sekali tidak 
mempertimbangkan aspek-aspek interaksi pribadi untuk menjadi deviant 
dan juga tidak memperhatikan hubungan erat antara kekuatan sosial 
dengan kecenderungan bahwa seseorang akan memperoleh cap secara 
formal sebagai deviant. 
b. Teori-teori Penyimpangan Budaya (Cultural Deviance Theories) 
Cultural deviance theories terbentuk antara 1925 dan 1940. Teori 
penyimpangan budaya ini memusatkan perhatian kepada kekuatan-
kekuatan sosial (social forces) yang menyebabkan orang melakukan 
aktivitas kriminal. 
Cultural deviance theories memandang kejahatan sebagai 
seperangkat nilai-niai yang khas pada lower class. Proses penyesuaian 
diri dengan sistem nilai kelas bawah yang menentukan tingkah laku di 
daerah-daerah kumuh, menyebabkan benturan dengan hukum-hukum 
masyarakat. 
Tiga teori utama dari ciltural deviance theories, adalah: 
1. Social disorganization 
2. Differential association 
3. Cultural conflict 
1. Social Disorganization Theory 
Social disorganization theory memfokuskan diri pada perkembangan 
area-area yang angka kejahatannya tinggi yang berkaitan dengan 
disintegrasi nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi 
yang cepat, peningkatan imigrasi dan urbanisasi. 
25 
 
Menurut Thomas dan Znaniekcy, bahwa lingkungan yang disorganized 
secara sosial, dimana nilai-nilai dan tradisi konvensional tidak 
ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya.  
Hal ini dapat kita lihat dalam kehidupan anak-anak yang dibesarkan di 
daerah pedesaan dengan budaya dan adat yang masih kental, kemudian 
mereka melanjutkan sekolah ke daerah perkotaan yang penuh dengan 
kebebasan dalam pergaulan yang pada akhirnya menjadikan mereka 
mengenal narkoba, minuman keras dan seks bebas. 
Park da Burgess mengembangkan lebih lanjut studi tentang sosial 
disorganization dari Thomas dan Znaniecky dengan mengintroduksi 
analisis ekologis dari masyarakat manusia. Pendekatan yang kurang lebih 
sama digunakan para sarjana ayng mengkaji human ecology (ekologi 
manusia), yaitu interelasi antara manusia dengan lingkungannya. 
Cliford Shaw dan Henry Mckdey, menggunakan penduduk yang 
tersebar di ruang-ruang yang berbeda untuk meneliti secara empiris 
hubungan antara angka kejahatan dengan ruang-ruang yang berbeda 
misalnya, daerah kumuh, pusat kota, daerah perdagangan dsb. 
Penemuan ini berkesimpulan bahwa faktor paling krusial (menentukan) 
bukanlah etnisitasi, melainkan posisi kelompok di dalam penyebaran 
status ekonomi dan nilai-nilai budaya. Yang selanjutnya menunjukkan 
bahwa cultural transmition adalah: “delinquency was socially tearned 
behavior, transmitted from one generation to the next generation in 
disorganized urban areas”  (delinquensi adalah perilaku sosial yang 
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dipelajari, yang dipindahkan dari generasi yang satu ke generasi 
berikutnya pada lingkungan kota yang tidak teratur). 
Contohnya dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat Bugis yang 
sudah terbiasa membawa senjata tajam berupa badik yang merupakan 
senjata tradisional masyarakat dan dilakukan secara turun menurun, 
padahal ini merupakan tindak pidana.. 
2. Defferential Association 
E.H Sutherland mencetuskan teori yang disebut Differential 
Association Theory sebagai teori penyebab kejahatan. Ada 9 proporsi 
dalam menjelaskan teori tersebut, sbb: 
1. Criminal behavior is learned (tingkah laku criminal dipelajari) 
2. Criminal behavior is learned in interaction with other person in a 
process of communication (tingkah laku dipelajari dalam interaksi 
dengan orang lain dalam proses komunikasi) 
3. The principle part of the learning of criminal behavior occurs within 
intimate personal groups (bagian terpenting dalam memperlajari 
tingkah laku criminal itu terjadi di dalam kelompok-kelompok orang 
yang intim/dekat) 
4. When criminal behavior is learned, the learning includes techniques 
of committing the crime, which are sometimes very complicated, 
sometimes very simple and the specific direction of motives, drives, 
rationalizations, and attitude (ketika tingkah laku criminal dipelajari, 
pelajaran itu termasuk teknik-teknik melakukan kejahatan, yang 
kadang-kadang sangat sulit, kadang-kadang sangat mudah dan 
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arah khusus dari motif-motif, dorongan-dorongan, rasionalisasi-
rasionalisasi, dan sikap-sikap) 
5. The specific direction of motives and drives is learned from 
definitions of the legal codes ad favorable or unfavorable (arah 
khusus dari motif-motif dan dorongan-dorongan itu di pelajari 
melalui definisi-definisi dari aturan-aturan hukum apakah ia 
menguntungkan atau tidak) 
6. A person becomes delinquent because of an excess of definitions 
favorable to violaction of law (seseorang yang menjadi delinquent 
karena definisi-definisi yang menguntungkan untuk melanggar 
hukum lebih kuat dari definisi-definisi yang tidak menguntungkan 
untuk melanggar hukum). 
7. Differential association may very in frequency, duration, priority and 
intencity (asosiasi differential itu mungkin berbeda-beda dalam 
frekuensi/kekerapannya,lamanya prioritasnya dan intensitasnya) 
8. The process of learning criminal behavior by association with 
criminal and anti criminal patterns involves all of the mechanism 
that are involved in any other learning (proses mempelajari tingkah 
laku criminal melalui pergaulan dengan pola-pola criminal dan anti 
criminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap 
proses belajar) 
9. White criminal behavior is an expression of general needs and 
values, it is not explained by those general needs and values, since 
noncriminal behavior is an expression of the same needs and 
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values (walaupun tingkah laku criminal merupakan ungkapan dari 
kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum, tingkah laku kriminal itu 
tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai 
umum tersebut, karena tingkah laku noncriminal juga merupakan 
ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama). 
Makna teori Sutherland merupakan pendekatan individu mengenai 
seseorang dalam kehidupan masyarakatnya, karena pengalaman-
pengalamannya tumbuh menjadi penjahat. Dan bahwa ada individu atau 
kelompok individu yang secara yakin dan sadar melakukan perbuatannya 
yang melanggar hukum. Hal ini desebabkan karena adanya dorongan 
posesif mengungguli dorongan kreatif yang untuk itu dia melakukan 
pelanggaran hukum dalam memenuhi posesifnya. 
3. Culture Conflict Theory 
Culture conflict theory menjelaskan keadaan masyarakat dengan 
cirri-ciri sebagai berikut : 
a. Kurangnya ketetapan dalam pergaulan hidup. 
b. Sering terjadi pertemuan norma-norma dari berbagai daerah yang 
satu sama lain berbeda bahkan ada yang saling bertentangan. 
Hal ini sesuai dengan pendapat Thorsten Sellin, setiap kelompok 
masyarakat memliki conduct norms-nya sendiri dan bahwa conduct norms 
dari satu kelompok mungkin bertentangan dengan conduct norms 
kelompok lain. 
Sellin membedakan antara konflik primer dan konflik sekunder. 
Konflik primer terjadi ketika norma-norma dari dua budaya bertentangan 
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(clash). Konflik sekunder muncul jika suatu budaya berkembang menjadi 
budaya yang berbeda-beda, masing-masing memiliki perangkat conduct 
norms-nya sendiri. 
c. Teori Kontrol Sosial (Control Social Theory) 
Pengertian teori control atau control theory merujuk pada setiap 
perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. 
Sementara itu, pengertian teori control sosial merujuk kepada 
pembahasan delinquency dan kejahatan yang dikaitkan dengan variable-
variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, 
dan kelompok dominan. 
Kontrol internal dan eksternal dapat menjaga atau mengawasi 
individu berada dalam jalur yang seharusnya, dan containment lebih 
penting dari penentuan tingkah laku, identifikasi dengan subkultur 
delinkuent atau kelompok-kelompok dominan dan lain-lain. 
1. David Matza dan Gresham Sykes 
Tahun (1957) melakukan kritik terhadap teori subkultur dari Albert 
Cohen. Kritik tersebut menegaskan bahwa kenakalan remaja, meskipun 
dilakukan oleh mereka yang berasal dari sastra sosial rendah, juga terkait 
pada sistem-sistem nilai dominan dalam masyarakat. Sykes dan Matza 
kemudian mengemukakan konsep atau teori tentang technique of 
neutralization. Tekhnik di maksud telah memberikan kesempatan bagi 
seorang individu untuk melonggarkan keterkaitannya dengan sistem nilai-




2. Travis Hirschi 
Tahun (1969) telah mengemukakan teori kontrol sosial paling 
handal dan sangat popular. Hirschi dengan keahliannya merevisi teori-
teori sebelumnya mengenai kontrol sosial telah memberikan suatu 
gambaran yang jelas mengenai konsep social bonds (ikatan sosial). 
Hirschi sependapat dengan Durkheim dan yakin bahwa tingkah laku 
seseorang mencerminkan berbagai ragam pandangan tentang kesusilaan. 
Hirschi berpendapat bahwa seseorang bebas untuk melakukan 
kejahatan atau penyimpangan-penyimpangan tingkah lakunya. Selain 
menggunakan teknik netralisasi untuk menjelaskan tingkah laku dimaksud, 
Hirschi menegaskan bahwa penyimpangan tingkah laku diakibatkan oleh 
tidak adanya keterkaitan moral dengan orang tua, sekolah, dan lembaga 
lainnya. 
Hirschi kemudian menjelaskan bahwa social bonds meliputi empat 
unsur, yaitu : 
1. Attachment (keterkaitan) 
Adalah keterkaitan seseorang pada (orang tua), sekolah, atau 
lembaga lainnya yang dapat mencegah atau menghambat yang 
bersangkutan untuk melakukan kejahatan. 
2. Involvement (keterlibatan) 
Bahwa frekuensi kegiatan positif (belajar tekun, anggota pramuka, 
panjat tebing), dll. Cenderung menyebabkan seseorang itu tidak 




3. Commitment (pendirian kuat yang positif) 
Bahwa sebagai suatu investasi seseorang dalam masyarakat 
antara lain dalam bentuk pendidikan, reputasi yang baik, dan 
kemajuan dalam bidang wiraswasta tetap dijaga mewujudkan cita-
citanya. 
4. Belief (pandangan nilai moral yang tinggi) 
Merupakan unsur yang mewujudkan pengakuan seseorang akan 
norma-norma yang baik dan adil dalam masyarakat. Unsur ini 
meneybabkan seseorang menghargai norma-norma dan aturan-
aturan serta merasakan adanya kewajiban moral untuk menaatinya.  
 
4.   Kejahatan dengan Kekerasan 
Menurut (H. Romli Atmasasmita, 2010:66) Kejahatan kekerasan 
sesungguhnya merupakan salah satu subspesies dan violence. Pengetian 
istilah criminally (Conrad, John) dan Criminal violence (Clinard & Quinney, 
1973) atau ada yang menyebut dengan istilah crime of violence, 
sesungguhnya hanya merujuk pada kejahatan-kejahatan tertentu saja: 
pembunuhan (murder), perkosaan (rape), penganiayaan berat 
(aggravated assault), perampokan bersenjata (armed robbery) dan 
penculikan (kidnapping). Kejahatan-kejahatan kekerasan di atas 
digolongkan sebagai kejahatan kekerasan individual. Sementara itu, yang 
termasuk kejahatan kekerasan kolektif adalah perkelahian antar geng 




Mulyana W. Kusuma (1988: 22) telah memberikan deskripsi singkat 
mengenai kejahatan kekerasan di DKI Jaya selama periode 1980-1984. 
Dari deskripsi dimaksud diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut: 
1. Mengenai jenis kejahatan dengan kekerasan, diidentifikasi 6 jenis, 
yaitu: pencurian dengan kekerasan, pembunuhan, pemerkosaan, 
penculikan, pemerasan, dan sebagainya. 
2. Jumlah kejadian dari keenam jenis kejahatan kekerasan tersebut 
menujukkan keadaan yang relative meningkat sejak tahun 1980 
sampai dengan tahun 1984 
3. Model kejahatan dengan kekerasan yang menonjol adalah 
pencurian kendaraan bermotor (ranmor, istilah kepolisian) dan 
pemerasan serta penculikan 
4. Suatu keadaan denag kekerasan controversial adalah sementara 
perkembangan keadaan dengan kekerasan relative meningkat di 
DKI Jaya pada periode tersebut, justru presentase pengungkapan 
kejahatan keempat kejahatan dengan kekerasan tersebut relative 
rendah, yakni rata-rata di bawah 50%. Persentase penyelesaian 
kejahatan pembunuhan dan pemerkosaan (memiliki derajat 
keseriusan yang tinggi) menunjukkan peningkatan rata-rata di atas 
50%. 
5. Sekalipun kejahatan kekerasaan ini pada umumnya merupakan 
“monopoli” kaum pria, data yang ada di DKI Jaya menunjukkan pula 
peranan kaum wanita. Peranan kaum wanita sangat menonjol 
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terutama dalam kejahatan penjambretan, ranmor, pembunuhan, 
dan penganiayaan berat. 
6. Jumlah pelaku yang tidak memiliki pekerjaan ternyata dua kali lipat 
dari jumlah yang memiliki pekerjaan. 
7. Usia pelaku terbanyak bervariasi antara usia serendah-rendahnya 
15 tahun dan setinggi-tingginya 55 tahun, dengan catatan usia 
antara 15-24 merupakan mayoritas. 
 
5. Upaya Penanggulangan Kejahatan 
Penanggulan kejahatan Empirik menurut (A. S. Alam, 2010:79)   
terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu :  
1. Pre-Emtif 
Yang di maksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-
upaya awal yang di lakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah 
terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam 
penanggulangan kejahatan secara pre-emtif adalah menanamkan nilai-
nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut 
terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk 
melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan 
hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emtif 
faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan 
ini berasal dari teori NKK, yaitu’ niat + kesempatan terjadi kejahatan. 
Contohnya, ditengah malam saat lampu merah lalulintas menyala maka 
pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalulintas tersebut 
meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal ini selalu 
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terjadi di banyak Negara seperti Singapura, Sydney. Dan kota besar 
lainnya di dunia. Jadi dalam upaya pre-emtif faktor niat tidak terjadi. 
2. Preventif  
Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari 
upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum 
terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang di tekankan adalah 
menghilangkan kesempatan untuk di lakukannya kejahatan. Contoh ada 
orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu di hilangkan karena 
motor-motor yang ada di tempatkan di tempat penitipan motor, dengan 
demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi 
dalam upaya preventif kesempatan di tutup. 
3. Represif 
Upaya ini di lakukan pada saat telah terjadi tindak 
pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (low 
enforcement) dengan menjatuhkan hukuman. 
Dalam upaya pencegahan kejahatan David Bayley (1998:188), 
menawarkan strategi-strategi pencegahan dan penanggulangan kejahatan 
yang harus dilakukan polisi meliputi 4 unsur sebagai berikut: 
1. Consultation dapat diartikan memperdalam hubungan dan 
penemuan secara teratur dengan kelompok-kelompok yang ada. 
2. Adaption merupakan suatu memahami karakteristik suatu 
wilayah dengan isinya, baik kejahatan, struktur masyarakat atau 
sumber daya yang ada 
35 
 
3. Mobilitation merupakan suatu asumsi bahwa pencegahan 
kejahatan tidak mungkin hanya dilakukan oleh aparat kepolisian. 
Sedangkan misi dari mobilisasi adalah memberikan 
kepemimpinan dan dukungan professional untuk mendorong dan 
memperbaiki usaha masyarakat guna mengembangkan suatu 
program kooperatif dan seimbang guna menghadapi tingkah laku 
menyimpang dan melanggar hukum. 
4. Problem Solving (solusi permasalahan), sebagai reaksi terhadap 
kejahatan dan keadaan darurat lain, setelah hal tersebut terjadi, 
aparat kepolisian mulai mempelajari kondisi-kondisi yang 
menimbulkan munculnya panggilan layanan pengaduan, 
menyusun rencana untuk membetulkan kondisi ini dan 
mempelopori dalam mengevaluasi dan melaksanakan tindakan-
tindakan perbaikan. 
 
C. Tinjauan Umum Tentang Anak 
1. Pengertian Anak 
 Di Indonesia ada beberapa peraturan perundang-undangan 
yang mengatur dan menjelaskan tentang anak. 
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), memberikan 
definisi bahwa anak yang belum dewasa apabila belum berumur 
enam belas tahun. 
 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), memberikan 
batasan mengenai pengertian anak dalam Pasal 330 BW yang 
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berbunyi “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai 
umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin”. 
 Dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang 
Kesejahteraan Anak pada Pasal 1 ayat (2), pengertian anak 
adalah “seseorang yang belum mencapai umur dua puluh satu 
tahun dan belum pernah kawin”. 
 Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa “anak 
yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak 
adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi 
belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan 
tindak pidana”. 
 Dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia (HAM) pada pasal 1 angka 5, pengertian anak 
adalah “setiap manusia yang berusia dibawah delapan belas 
tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam 
kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”. 
 Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (1), pengertian anak adalah 
“seorang yang belum berusia delapan belas tahun termasuk anak 
yang masih dalam kandungan”.  
 Selain dari peraturan perundang-undangan, para ahli juga 




1. Zakiah Darajat (Maidin Gultom;2008:32), mengatakan bahwa: 
“Mengenai batas usia anak-anak dan dewasa berdasarkan pada 
usia remaja adalah bahwa usia 9 (Sembilan) tahun antara 13 (tiga 
belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun sebagai masa 
remaja merupakan masa peralihan antara masa anak-anak dan 
masa dewasa, dimana anak-anak mengalami pertumbuhan yang 
cepat disegala bidang dan mereka bukan lagi anak-anak baik 
bentuk badan, sikap cara berpikir dan bertindak, tetapi bukan pula 
orang dewasa”. 
 
2. Hilman Hadikusuma (Maidin Gultom;2008:32), mengatakan bahwa: 
“Menarik batas antara belum dewasa dengan sudah dewasa, tidak 
perlu dipermasalahkan karena pada kenyataannya walaupun orang 
belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, 
misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual-beli, 
berdagang dan sebagainya, walaupun ia belum berwewenang 
kawin”. 
 
3. Zakaria Ahmad Al Barry (Maidin Gultom;2008:31), mengatakan 
bahwa : 
“Dewasa maksudnya adalah cukup umur untuk berketurunan dan 
muncul tanda laki-laki dewasa pada putra, muncul tanda-tanda 
wanita dewasa pada putrid. Inilah dewasa yang wajar, yang 
biasanya belum ada sebelum anak putra berumur 12 (dua belas) 
tahun dan putrid berumur 9 (Sembilan) tahun”. 
 
4. Sugiri (Maidin Gultom;2008:32), mengatakan bahwa : 
“Selama ditubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan 
perkembangan, orang itu masih menjadi anak dan baru menjadi 
dewasa bila proses pertumbuhan dan perkembangannya itu 
selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan 
menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 
20 (dua puluh) tahun untuk laki-laki, seperti halnya di Amerika, 
Yugoslavia, dan Negara-negara Barat lainnya”.  
 
 Mengenai pengertian anak yang belum dewasa menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan beberapa 
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pendapat dan para ahli ilmu hukum, maka dapat dikatakan bahwa 
pengertian anak yang belum dewasa adalah seseorang yang berusia 
dibawah 18 (delapan belas) tahun serta termasuk anak yang berada 
dalam kandungan dan belum kawin. Suatu perilaku atau perbuatan yang 
dapat dikatakan perilaku jahat apabila perilaku tersebut dapat 
mengakibatkan kerugian terhadap diri sendiri dan orang lain. Perilaku atau 
perbuatan jahat cenderung bertentangan dengan norma, nilai, dan bahkan 
hukum yang berlaku. 
Berkaitan dengan ketentuan hukum atau peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang pengertian anak sebagai pelaku 
kejahatan, tidak terlepas dari kemampuan anak 
mempertanggungjawabkan perbuatan jahat yang dilakukannya. 
Pertanggungjawaban pidana anak diukur dari tingkat kesesuaian antara 
kematangan moral dan kejiwaan anak dengan perbuatan jahat yang 
dilakukan oleh anak, keadaan kondisi fisik, mental, dan sosial anak 
menjadi perhatian. Dalam hal ini dipertimbangkan berbagai komponen 
seperti moral dan psikologi serta ketajaman pikiran anak dalam 
menentukan pertanggungjawabannya atas perbuatan jahat yang 
diperbuatnya. 
 Anak yang menjadi rujukan dalam penulisan ini, berdasarkan Pasal 
1 angka 3 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak, mengatakan bahwa “anak yang berkonflik dengan hukum 
yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua 
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belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga 
melakukan tindak pidana”. 
 
2. Sebab-sebab timbulnya kenakalan Anak 
 Perlu diketahui sebab-sebab timbulnya kenalakan anak atau faktor-
faktor yang mendorong anak melakukan kenakalan atau dapat juga 
dikatakan latar belakang dilakukannya perbuatan itu. 
Faktor-faktor yang dominan dapat mempengaruhi tingkah laku 
anak (Bunadi Hidayat;2010;77) adalah :  
a. Faktor intern, dan 
b. Faktor ekstern.  
a. Faktor intern 
Faktor intern, yaitu faktor kejahatan/kenalakan yang berasal dari 
kemampuan fisik, dan moral anak itu sendiri, seperti : 
1) Faktor pembawaan sejak lahir/keturunan, yang bersifat 
biologis, misalnya : cacat fisik, cacat mental, dan sebagainya. 
2) Pembawaan (sifat,watak) yang negatif, yang sulit diarahkan 
atau dibimbing dengan baik, misalnya : terlalu bandel, 
mokong, atau betik. 
3) Jiwa anak yang masih terlalu labil, misalnya : kenakak-
kanakan, manja, dan sebagainya. Perkembangan jiwa anak 
selalu mengikuti perkembangan fisik anak itu sendiri dan sifat-
sifat tadi hanya dimiliki oleh anak remaja.  
 
Berkaitan dengan perkembangan fisik anak ini, I.B.Suwenda 
menulis : 
a) Masa janin (dalam rahim ibu); 
b) Masa bayi (bayi baru lahir sampai berumur 1 tahun); 
c) Masa berumur 2 tahun; 
d) Masa usia pra sekolah (sampai umur 5 tahun); 
e) Masa usia sekolah (5 tahun-10 tahun atau 12 tahun); 
f) Masa remaja, usia ini dikelompokkan lagi menjadi 3, yaitu : 
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(1) Remaja awal, wanita 10-13 tahun dan laki-laki 10,5-15 
tahun; 
(2) Remaja tengah, wanita 11-14 tahun dan laki-laki 12-15 
tahun; 
(3) Remaja akhir, wanita 13-17 tahun dan laki-laki 14-16 
tahun. 
(4) Tingkat intelegensi yang kurang menguntungkan 
misalnya berpikir lamban/kurang cerdas. 
(5) Kurangnya tingkat pendidikan anak baik dari visi agama 
maupun ilmu pengetahuan 
(6) Pemenuhan kebutuhan pokok yang tidak seimbang 
dengan keinginan anak 
(7) Tidak memiliki hobi dan bakat yang jelas dan kuat 
sehingga mudah dipegaruhi (terkontaminasi) oleh hal-
hal yang negative. 
 
b. Faktor ekstern 
Faktor ekstern ini tidak kalah pentingnya dengan faktor intern. Hal 
disebabkan jiwa anak yang masih labil, lebih mudah dipengaruhi 
oleh faktor ekstern. Faktor ini berasal dari lingkungan orangtua, 
keluarga atau masyarakat yang kurang menguntungkan, seperti : 
1) Cinta kasih orangtua yang kurang harmonis, kesenjangan 
kasih saying antara orangtua dan anak, pemerataan kasih 
saying yang tidak seimbang (perlakuan yang kurang adil) 
dalam keluarga, terjadi broken home (keluarga yang tidak 
utuh) dan sebagainya; 
2) Kemampuan ekonomi yang tidak menunjang atau ada 
kesenjangan sosial ekonomi bagi keluarga dan anak; 
3) Perubahan status ekonomi orangtua yang terlalu cepat 
(mendadak) dari miskin menjadi kaya ataupun sebaliknya dari 
kaya menjadi miskin. Perubahan status ini dibarengi dengan 
perubahan perilaku anak; 
4) Kesalahan pendidikan yang diterapkan orangtua terhadap 
anak, baik dalam pendidikan keluarga, formal maupun dalam 
masyarakat, dan akibat dari rendahnya pendidikan orangtua. 
Orangtua yang terlalu otoriter, berbicara kasar, selalu marah-
marah, membentak-bentak, menanggap orangtua sebagai 
subjek dan sentral dari segalanya, sementara anak hanya 
dianggap sebagai objek dalam memecahkan permasalahan 
keluarga. Pendekatan yang kurang demokratis ini, dapat 
membuat anak menjadi cengeng, depresi, jengkel, tidak 
kreatif, dan akhirnya menjadi nekad dan nakal; 
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5) Kurangnya sosok keteladanan yang baik dari orangtua dalam 
mendidik dan membimbing anak, termasuk tingkat kejujuran 
dan kedisiplinan orangtua itu sendiri; 
6) Kurang tertanamnya rasa tanggungjawab yang terlatih 
dirumah, misalnya tanpa ada jadwal kegiatan tertentu bagi 
anak, seperti waktu belajar, membantu orangtua, bermain, 
makan, tidur, dan sebagainya. Sehingga membuat anak 
menjadi lepas kontrol dari pengawasan orangtua, liar, dan 
nakal. 
7) Lingkungan rumah yang kurang menguntungkan bagi anak, 
misalnya berdekatan dengan tempat perjudian, berada 
dilingkungan anak-anak yang nakal, tidak ada sarana yang 
sehat untuk menampung bakat dan prestasi anak; 
8) Bergaul dengan teman yang kurang menguntungkan; 
 
D. Perkelahian Antar Pelajar 
1. Pengertian Perkelahian Antar Pelajar 
Maraknya tingkah laku agresif akhir-akhir ini yang dilakukan 
kelompok remaja kota merupakan sebuah kajian yang menarik untuk 
dibahas. Perkelahian antar pelajar yang pada umumnya masih remaja 
sangat merugikan dan perlu upaya untuk mencari jalan keluar dari 
masalah ini atau setidaknya mengurangi. Perkembangan teknologi yang 
terpusat pada kota-kota besar mempunyai korelasi yang erat dengan 
meningkatnya perilaku agresif yang dilakukan oleh remaja kota.  
Agoes Dariyo, Psi (2004:99) Perkembangan kehidupan kelompok 
teman sebaya pada remaja dimulai dari kelompok sejenis kelamin, yakni 
kelompok remaja laki-laki dan kelompok remaja wanita. Masing-masing 
kelompok terpisah dan tidak ada hubungan antara satu dengan yang 
lainnya. Lalu, kedua kelompok tesebut mengalami pertumbuhan dan 
perkembangan, sehingga masing-masing individu dari suatu kelompok 
mengadakan kerja sama atau interaksi untuk mencari pasangan yang 
cocok dengan dirinya, terbentuklah suatu kelompok.  
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A.F Saifuddin (1986:14) memberikan pengertian menyangkut 
konflik kelompok sebagai berikut: 
Pengertian konflik didefinisikan sebagai pertentangan yang bersifat 
langsung dan disadari antara individu-individu atau kelompok-kelompok 
untuk mencapai tujuan yang sama. Hal ini disebabkan pihak lawan 
dianggap sangat penting dalam mencapai tujuan. Hal ini disebabkan 
karena didalam konflik orientasi kearah pihak lebih penting daripada objek 
yang hendak dicapai dalam kenyataan, karena berkembangnya rasa 
kebencian yang makin mendalam, maka mencapai tujuan seringkali 
menjadi sekunder sedangkan pihak lawan yang dihadapi jah lebih penting. 
Dalam kamus Bahasa Indonesia, Siti Anniyat Maimunah 
memberikan pengertian perkelahian dan kelompok adaah: 
Perkelahian: perihal kelahi, dimana kelahi sendiri berarti: 
1. Pertengkaran adu kata-kata 
2. Pertengkaran dengan adu kata-kata dan adu tenaga 
Sedangkan kelompok (Siti Anniya Maimunah) adalah: 
1. Kumpulan 
2. Golongan (profesi, aliran, lapisan masyarakat, dsb) 
3. Gugusan 
4. Kumpulan manusia yang merupakan kesatuan beridentitas dengan 
adat-istiadat dan sistem norma yang mengatur pola-pola interaksi 
antara manusia itu. 
5. Kumpulan orang yang memiliki beberapa atribut sama atau 
hubungan dengan pihak yang sama. 
 
Jadi, perkelahian kelompok disini dapat diartikan sebagai 
pertengkaran dengan adu tenaga yang dilakukan oleh sekumpulan orang 
dengan sekumpulan orang lain. 
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Perkelahian adalah suatu proses penyerangan atau bantuan fisik 
yang mengakibatkan salah satu atau kedua-duanya (yang terlibat) 
mengalami luka. Kelompok dalam konteks ini lain daripada kelompok-
kelompok yang umum keberadaannya. Jadi, perkelahian kelompok dapat 
diartikan sebagai perkelahian yang dilakukan oleh beberapa atau banyak 
orang yang terhimpun dalam satu atau lebih kelompok. 
Dalam kamus Bahasa Indonesia “tawuran” dapat diartikan sebagai 
perkelahian yang meliputi banyak orang.Sedangkan “Pelajar” adalah 
seorang manusia yang belajar.Sehingga Pengertian Tawuran Pelajar 
adalah Perkelahian yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mana 
perkelahian tersebut dilakukan oleh orang yang sedang belajar. 
Jadi Tawuran secara luas adalah tindakan agresi (perkelahian) 
yang dilakukan oleh suatu kelompok terhadap kelompok lainnya yang 
dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan/menyakiti orang lain 
bahkan merusak. 
Dalam bukunya yang berjudul “Dinamika Masyarakat Indonesia”, 
Awan Mutakin berpendapat bahwa sistem sosial yang stabil (equilibrium) 
dan berkesinambungan (kontinuitas) senantiasa terpelihara apabila 
terdapat adanya pengawasan melalui dua macam mekanisme sosial 
dalam bentuk sosialisasi dan pengawasan sosial. 
Secara garis besar tawuran merupakan suatu perkelahian atau 
tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok atau suatu rumpun 
masyarakat. Kata tawuran sepertinya bagi masyarakat Indonesia ini sudah 
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tidak asing lagi di telinga. Pada umumnya, tawuran diamati sebagai suatu 
tindakan yang tidak dibenarkan. 
2. Perkelahian Antar Pelajar Sebagai Suatu Kejahatan 
Kejahatan atau tindak kriminal merupakan fenomena yang kompleks 
yang dapat dipahami dari berbagai segi yang berbeda. Menyangkut 
kejahatan yang banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari terdapat 
berbagai komentar berbeda satu dengan yang lain. 
Kejahatan adalah rumusan kriminologi yang diperluas menyangkut 
kejahatan-kejahatan secara politis, ekonomis dan sosial yang merugikan 
dan berakibat jatuhnya korban, bukan hanya korban individual melainkan 
juga golongan-golongan dalam masyarakat. 
Menurut Soedjono (1985:221) “mencegah kejahatan lebih baik 
daripada mencoba mendidik penjahat menjadi orang baik kembali”.   
 Tawuran antar pelajar maupun tawuran antar remaja semakin 
menjadi semenjak terciptanya geng-geng sekelompok anak muda. Mereka 
sudah tidak merasa bahwa perbuatan tawuran yang dilakukan sangatlah 
tidak terpuji dan bisa menggangu ketenangan dan ketertiban masyarakat. 
Sebaliknya, mereka malah merasa bangga jika masyarakat itu takut 
dengan geng/kelompoknya.  
Seorang pelajar yang berpendidikan seharusnya tidak melakukan 
tindakan yang tidak terpuji seperti itu. Biasanya permusuhan antar sekolah 
itu terjadi dimulai dari masalah yang sangat sepele. Remaja yang masih 
labil tingkat emosinya justru menanggapi sebagai sebuah tantangan bagi 
mereka. Masalah sepele tersebut bisa berupa saling ejek ataupun 
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masalah memperebutkan seorang wanita. Pemicu lain biasanya adanya 
rasa dendam. Dengan rasa kesetiakawanan yang tinggi para siswa 
tersebut akan membalas perlakuan yang disebabkan oleh siswa sekolah 
yang dianggap  
merugikan seorang siswa atau mencemarkan nama baik sekolah. 
Sebenarnya jika dilihat lebih dalam lagi, salah satu akar penyebabnya 
adalah permasalahan yang dihadapi individu yang kemudian 
menyebabkan depresi seseorang, sebagaimana kita tahu bahwa materi 
pendidikan di sekolah Indonesia itu cukup berat. Akhirnya stress yang 
memuncak itu mereka tumpahkan dalam bentuk yang tidak terkendali 
yaitu tawuran. Akibat dari tawuran pelajar itu sendiri, antara lain 
1. Kematian dan luka berat bagi para siswa, pelaku dan masyarakat.  
2. Kerusakan yang parah pada kendaraan dan kaca gedung atau 
rumah yang terkena lemparan batu.  
3. Trauma pada para siswa dan masyarakat yang menjadi korban. 
4. Rusaknya mental para generasi muda. 
5. Turunnya kualitas pendidikan di Indonesia. 
Dampak yang ditimbulkan oleh perkelahian antar sekolah/pelajar diatas, 
cukup memeberi alasan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan 
kejahatan atau tindak kriminal yang melanggar norma-norma susila dan 
norma-norma hukum yang berlaku. 
Pada dasarnya terhadap pelaku kejahatan, baik pelaku perkelahian 
yang melibatkan pelajar yang dibentuk dengan geng-geng atau kelompok-
kelompok pelajar lainnya harus dikenakan suatu akibat hukum karena 
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pada perkelahian tersebut terdapat beberapa tindak pidana yang dapat 
diancam dengan undang-undang. Akibat hukum itu pada umunya berupa 
hukuman pidana. Perkelahian antar pelajar yang melibatkan banyak orang 
dengan berbagai bentuk dan jenis alat yang dipergunakan dapat 
dikategorikan sebagai perkelahian massal yang masuk dalam jenis 
kejahatan. Bunyi, delik dan unsure pada Pasal 170 KUHP Moeljatno 
(1999:147) adalah: 
“Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama 
menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan 
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan. 
Yang bersalah diancam: 
1. Dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika dengan 
sengaja menghacurkan barang dan jika kekerasan yang 
digunakan mengakibatkan luka-luka; 
2. Dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun, jika 
kekerasan mengakibatkan luka berat; 
3. Dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika 
kekerasan mengakibatkan maut. 
 
3. Ketentuan Pidana Perkelahian Antar Pelajar 
Apakah Hukum Pidana itu? Hukum Pidana adalah hukum yang 
mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan 
umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman 
yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.  
Menurut Wirjono Prodjodikoro (1969:11) bahwa pidana itu 
dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana 
menurut undang-undang. Tujuan hukum pidana ada dua macam, yaitu : 
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1. Untuk menakut-nakuti setiap orang agar tidak melakukan perbuatan 
pidana (fungsi preventif/pencegahan); 
2. Untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan pidana agar 
menjadi orang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat 
(fungsi represif/kekerasan). 
Sementara itu menurut Muladi (2004:11) tujuan pemidanaan haruslah 
bersifat integrative, yaitu : 
1. Perlindungan masyarakat 
2. Memelihara solidaritas masyarakat 
3. Pencegahan (umum dan khusus) 
4. Pengimbalan/pengimbangan. 
Beberapa Pasal dalam Kitab undang-undang Hukum Pidana 
(KUHP) yang dapat terkait dan dapat dikenakan sanksi pidana pada 
pelaku perkelahian pelajar adalah Pasal 170, 353, 358. Pasal 170 KUHP 
berbunyi : 
“barang siapa dengan sengaja terang-terangan dan dengan tenaga 
bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam 
dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan” 
Pasal 353 KUHP berbunyi : 
“(1) penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana 
paling lama empat tahun 
(2) jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah 
dikenakan pidana penjara paling lam tujuh tahun 
(3) jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam 
dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun 
 
Pasal 358 KUHP berbunyi : 
“barang siapa dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau 
perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang, maka selain dari pada 




1. Pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, bila akibat 
penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat. 
2. Pidana penjara paling lama empat tahun, bila akibatnya ada yang mati. 
 
Penyerangan berarti suatu perkelahian dimana salah satu pihak 
ada yang memulai, sementara perkelahian adalah suatu pertengkaran 
dimana kedua belah pihak yang terlibat sama-sama saling memulai. 
Pelaku tindak penganiayaan berat adalah rumusan perbuatan yang 
bersifat abstrak, artinya suatu rumusan perbuatan yang tidak dengan 
terang bagaimana bentuknya, dengan begitu bentuknya perbuatan terdiri 
dari banyak perbuatan konkrit yang dapat diketahui setelah perbuatan 
tersebut sudah terwujud.  
Pasal 358 KUHP sebagai dasar hukum bagi tindak pidana 
kejahatan perkelahian antara pelajar ataupun penyerangan yang 
dilakukan oleh beberapa orang yang akibatnya ada korban disalah satu 
atau kedua belah pihak, dimana korban tersebut menderita luka parah 
atau mati. Begitu banyaknya orang yang terlibat (massa), sehingga tidak 
dapat diketahui siapa yang telah melukai atau membunuh orang itu. 
Mereka yang terlibat atau melibatkan diri dalam perkelahian 
ataupun penyerangan kelompok, selain dapat didakwa dengan Pasal 358 
KUHP juga dapat pula dikenakan pasal-pasal mengenai penganiayaan 
dan pembunuhan bila mana diantar mereka tersebut ada diketahui atau 
dapat sebagai pelaku yang menyebabkan orang lain (lawannya) luka 
parah atau meninggal. 
Meninjau Pasal 358 KUHP lebih jauh yang diatur dalam pasal 
tersebut adalah akibat yang ditimbulkan dari perbuatan atau tindakan 
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penyerangan atau perkelahian antar pelajar. Luka parah dan 
meninggalnya orang suatu akibat yang harus dikenakan hukuman. 
Mereka yang terlibat dengan maksud hendak melindungan pihak  yang 
lemah atau hanya memisahkan perkelahian antara pelajar itu oleh 
undang-undang tidak dapat dikategorikan sebagai turut serta dalam 
perkelahian atau penyerangan.  
Seperti diketahui bersama bahwa suatu proses penyerangan 
maupun perkelahian antar sekolah yang dilakukan oleh pelajar dengan 
sendirinya telah direncanakan dan spontanitas, artinya usulan yang ada 
sifatnya spontanitas kemudian mereka yang terlibat maupun melibatkan 
diri melakukan perencanaan untuk mengadakan penyerangan atau 













A. Lokasi Penelitian 
  Dalam melakukan penelitian sehubungan dengan objek yang akan 
diteliti, maka Penulis memilih lokasi penelitian di Provinsi Sulawesi 
Selatan, dengan fokus studi pada sekolah SMA NEG 1 PALOPO dengan 
SMKN 2 PALOPO beserta menganalisis kasus di Polrestabes Palopo.  
Penulis melakukan penelitian di Kota Palopo dengan dasar pertimbangan 
bahwa di Palopo sering terjadi tawuran antar sekolah yang dilakukan oleh 
pelajar. 
 
B.   Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1) Data primer, adalah data yang diperoleh melalui penelitian 
lapangan dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan 
penelitian ini, 
2) Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan, yaitu dengan menelaah literatur, artikel, serta 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Sumber data dalam penelitian ini adalah: 
1) Penelitian pustaka (library research), yaitu menelaah 
berbagai buku kepustakaan, koran dan karya ilmiah yang 
ada hubungannya dengan objek penelitian, 
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2) Penelitian lapangan (field research), yaitu pengumpulan data 
dengan mengamati secara sistematis terhadap fenomena-
fenomena yang diselidiki. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah: 
1. Wawancara, yaitu tanya-jawab secara langsung yang dianggap 
dapat memberikan keterangan yang diperlukan dalam pembahasan 
objek penelitian, 
2. Dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat   
dokumen-dokumen (arsip) yang berkaitan dengan permasalahan 
yang akan dikaji. 
3. Daftar pertanyaan (kuisioner), yaitu dengan memberikan rangkaian 
pertanyaan tentang hal yang berkenaan dengan penelitian penulis 
dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan ini disampaikan 
dalam bentuk tertulis. 
 
D.   Analisis Data 
  Data yang telah diperoleh baik data primer dan data sekunder akan 
diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan 
sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. Analisis data 
yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan 







A. Data Mengenai Tawuran Antar Sekolah yang dilakukan oleh 
Pelajar di Kota Palopo 
Dalam usaha untuk mengetahui apakah suatu kejahatan 
mengalami peningkatan dan penurunan dapat dilihat pada angka-angka 
statistik yang di buat oleh pihak Kepolisian. Pihak kepolisian merupakan 
instansi pertama tempat melaporkan tentang terjadinya suatu tindak 
pidana dalam masyarakat. Disamping itu sebagaimana yang terjadi dalam 
penyusunan statistik kriminal, peningkatan atau penurunan angka-angka 
dalam statistik tersebut sangat dipengaruhi oleh kejadian yang terjadi di 
Kota Palopo. 
Statistik kejahatan merupakan statistik tentang kejahatan yang 
terjadi dalam masyarakat. Penyusunan statistik sangat sulit jika 
diharapkan secara menyeluruh merangkum data kejahatan yang terjadi 
dalam kurun waktu tertentu. Sehubungan dengan penelitian mengenai 
perkelahian antara sekolah di Kota Palopo. Jika untuk mengetahui jumlah 
perkelahian antar pelajar yang tercatat di Polres Kota Palopo selama 
kurun waktu 3 tahun terakhir ini. Penulis Telah menguraikan dalam bentuk 








Jumlah Perkelahian Antar Pelajar di Kota Palopo Tahun 2012-2014 
Tahun 






Sumber Data: Polres Kota Palopo (29 Januari  2015) 
Berdasarkan tabel tersebut jumlah Perkelahian antar pelajar di Kota 
Palopo selama 3 tahun terakhir ini yaitu dari tahun 2012-2014 terdapat 30 
kasus perkelahian. Dari beberapa kasus perkelahian antar pelajar selama 
kurun waktu 2012-2014, penulis mendapatkan 3 kasus Perkelahian 
pelajar antar sekolah, akan tetapi dari antara 3 kasus tersebut penulis 
hanya memilih salah satu kasus karna hanya kasus itu saja yang hampir 
mendekati dengan kasus yang penulis angkat, yaitu “Secara bersama-
sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang dan atau 
kekerasan terhadap anak di bawah umur” pasal yang terkait: “170 ayat (1) 
KUH pidana Jo Pasal 80 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 
Anak”. Dari hasil wawancara dengan pihak yang berwajib, penulis 
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Sumber Data: Polres Kota Palopo (29 Januari 2015) 
 Menurut pihak kepolisian Polres Palopo masih banyak kasus 
perkelahian antar sekolah/pelajar yang belum sempat di ambil datanya 
karna rata-rata kasus tawuran di selesaikan secara diversi (secara 
kekeluargaan) karna kasus seperti ini di anggap biasa oleh pihak yang 
berwajib dan kebanyakan pelakunya anak-anak jadi biasanya kasusnya 





1. Pengertian Diversi 
Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses 
peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Secara umum Diversi 
adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau 
menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan 
pidana. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana telah mengatur tentang diversi yang berfungsi agar anak yang 
berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan 
yang harus dijalaninya. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam 
Resolusi PBB tentang UN Standard Minimum Rules for the Administration 
of Juvenile Justice, (Beijing Rule), Rule mengemukakan: 
“Diversion, involving removal from criminal justice processing, and 
frequently redirection to community support services, is commonly 
practiced on a formal and informal basis in many legal system. This 
practice serves to hinder the negative effects of subsequent 
proceedings in juvenile justice administration (for example the 
stigma of conviction and sentence). In many cases, non intervention 
would be the best response. This diversion at the out set and 
without referral to alternative (social) services may be the optimal 
response. This is especially the case where the offence is of a non-
serious nature and where the family, the school r other informal 
social control institutions have already reacted, or are likely to react, 
in an appropriate and constructive manner”. 
 
Pelaksanaan diversi dilatar belakangi keinginan menghindari efek 
negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya 
dengan sistem peradilan pidana.Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak 
hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut 
discretion atau dalam bahasa Indonesia diskresi. Dengan penerapan 
konsep diversi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih 
mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan 
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pemenjaraan. Selain itu terlihat bahwa perlindungan anak dengan 
kebijakan diversi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari 
masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan 
pencegahan.Setelah itu jika ada anak yang melakukan pelanggaran maka 
tidak perlu diproses ke polisi.  
2. Tujuan Diversi 
Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi yaitu tindakan persuasif 
atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada 
seseorang untuk memperbaiki kesalahan (http://www.lutfichakim 
.com/2012/12/ konsep-diversi.html di akses tanggal 8 Maret, pukul 17.17). 
Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang 
telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak 
hukum sebagai pihak penegak hukum. Kedua keadilan tersebut 
dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk 
memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (appropriate treatment) Tiga 
jenis pelaksanaan program diversi yaitu : 
1. Pelaksanaan kontrol secara sosial (social control orientation), 
yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam 
tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, 
dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang 
diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya 
dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi 
pelaku oleh masyarakat. 
2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (social 
service orientation), yaitu melaksanakan fungsi untuk 
mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan 
pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat 
mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau 
pelayanan. 
3. Menuju proses restorative justice atau perundingan (balanced or 
restorative justice orientation), yaitu melindungi masyarakat, 
memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada 
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korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama 
antara korban pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua 
pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai 
kesepakatan tindakan pada pelaku. 
 
Penerapan ketentuan diversi merupakan hal yang penting untuk 
dipertimbangkan, karena dengan diversi hak-hak asasi anak dapat lebih 
terjamin, dan menghindarkan anak dari stigma sebagai “anak nakal”, 
karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai 
pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum. 
Adapun yang menjadi tujuan upaya diversi adalah  
a. Untuk menghindari anak dari penahanan; 
b. Untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat; 
c. Untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh 
anak; 
d. Agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya; 
e. Untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi 
korban dan anak tanpa harus melalui proses formal Menghindari 
anak mengikuti proses sistem peradilan; 
f. Menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses 
peradilan. 
 
Selanjutnya konsep diversi dapat menjadi bentuk restoratif justice jika :  
a. Mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya; 
b. Memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan 
yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban; 
c. Memberikan kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam 
proses; 
d. Memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat 
mempertahankan hubungan dengan keluarga; 
e. Memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan 
dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana. 
 
B. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Perkelahian Pelajar 
Menurut Sudarsono (2012:124) bahwa anggota kelompok di dalam 
masyarakat biasanya terdiri dari berbagai macam individu yang berbeda-
beda dalam beberapa segi. Mereka terdiri dari tua-muda kaya-miskin, 
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bangsawan-bukan bangsawan, ilmuwan-bukan ilmuwan, pejabat tinggi 
dan orang awam. Dalam kenyataan sering terjadi hubungan individu 
dengan individu atau hubungan individu dengan kelompok didalam 
memenuhi kebutuhan hidupnya mengganggu orang lain. Kenakalan 
remaja yang sering terjadi di dalam masyarakat bukanlah suatu keadaan 
yang berdiri sendiri. Kenakalan remaja tersebut timbul karena adanya 
beberapa sebab dan tiap-tiap sebab dengan ditanggung dengan cara-cara 
tertentu. 
 Tawuran pelajar adalah kejahatan yang biasanya di kota-kota 
besar. Mereka (pelajar) bergerombol/berkumpul di tempat-tempat 
keramain (halte, mall-mall, jalan-jalan protokol) siap mencari lawannya, 
tetapi tak jarang sasaran mereka justru pelajar sekolah yang tidak pernah 
ada masalah dengan sekolahan mereka. Dengan berpura-pura 
menanyakan nama seseorang yang mereka cari, dengan beraninya 
merampas atau meminta uang dengan paksa kepada pelajar yang mereka 
temui. Dengan berbekal senjata tajam, gier, rantai, dan alat pemukul 
mereka siap mencari sasaraan dan melakukan tindak kekerasan. Para 
pelajar ini menurunkan kebiasan buruknya kepada adik-adik kelasnya, 
dan mengapa pelajar begitu mudah untuk melakukan tindak kekerasan 
tawuran, inilah penyimpangan-penyimpangan yang tumbuh subur pada 
diri para pelajar. Mereka beralasan karena solidaritas pertemanan, di 
sinilah kekeliruan awal yang harus cepat dibetulkan sehingga tidak 
berkembang menjadi suatu kebutuhan untuk melakukan tawuran ini. 
Remaja atau generasi muda berada dalam dua paradigma yang saling 
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bertolak belakang. Di satu sisi remaja dianggap sebagai usia potensial di 
mana mereka mempunyai kelebihan energi, berpikir tanggap, tangkas dan 
bermotivasi kuat. Di sisi lain masa remaja diasosiasian sebagai sumber 
keributan, sumber pemasalahan sosial, dan pertikaian. 
Menurut bapak  Ipda Siiwadi selaku Kanit 1 Resum Polres Palopo 
(wawancara tanggal 29 Januari 2015 pukul 11.30 wita) “bahwa faktor yang 
menyebabkan seorang anak melakukan kejahatan dengan cara Tawuran 
adalah faktor pengaruh lingkungan, faktor pendidikan yang kurang, dan 
juga faktor keluarga. Kurangnya perhatian orangtua dalam mengajar dan 
mendidik anaknya dapat mempengaruhi seorang anak berperilaku”. 
Dengan mengambil sampling terhadap kasus kejahatan dengan 
cara tawuran yang dilakukan oleh pelajar di Kota Palopo penulis 
melakukan wawancara di dua sekolah yaitu di SMA NEG 1 PALOPO dan 
SMK NEG 2 PALOPO dengan pertanyaan yang sama kepada setiap anak 
yang melakukan kejahatan dengan cara tawuran, pertanyaannya adalah 
mengenai faktor-faktor penyebab sehingga pelaku (pelajar) melakukan 
tawuran tersebut: 
1.  Suarjam, usia 19 tahun, siswa SMK NEG 2 Palopo 
Responden adalah salah satu murid stm  yang pada saat itu ikut 
dalam pertandingan bola LPI (yang dilaksanakan oleh tim 
DISPORA) Suarjam mengaku ikut dalam tawuran antar sekolah 
tersebut karna menurut beliau penyebab utama terjadinya tawuran 
bermula karna masalah pencetakan GOL yang di lakukan oleh 
Haeril tapi pada saat itu panitia pelaksana dan wasit tidak 
menganggap bola tersebut masuk dan mendapat point karna pada 
saat itu waktunya telah habis, tapi tim bola dari stm tetap 
menganggap gol yang di cetak oleh Haeril telah masuk. Tapi 
berhubung karna tim dari smansa ikut protes akhirnya mulai terjadi 
kesalahpahaman dan tim dari stm menganggap tim dari smansa 
bermain curang.  
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2. Haeril Anwar, usia 16 tahun, siswa SMK NEG 2 Palopo 
Responden adalah salah satu murid stm yang pada saat itu ikut 
dalam pertandingan bola LPI (yang dilaksanakan oleh tim 
DISPORA) Haeril adalah salah satu pemain dalam tim sekolahnya 
dan dialah pencetak gol dari tim stm. Awalnya pada saat itu dia 
tidak menyalahkan tim dari smansa, karna wasitlah yang 
menurutnya salah dia berkata “untuk apa ada perpanjang waktu 
pada saat itu kalau pas saya mencetak gol tapi tidak di beri point 
dan panitia pelaksana malah menganggap tim dari sekolah saya 
yang kalah, sudah jelas saya tidak terima karna waktu itu saya 
sudah mencetak tapi ketanya timeout. Bukankah itu permainan 
yang curang? Saya merasa tim sekolahku sudah di curangi tim 
kami sepakat untuk menanyakan hal ini kepada panitia dan 
akhirnya kami di berikan waktu besok paginya untuk kembali 
bertanding lagi melawan smansa”. 
 
3. Rahmat Hasan, usia 16 tahun, siswa SMK NEG 2 Palopo 
Responden adalah salah satu murid stm yang pada saat itu ikut 
dalam tawuran yang dilakukan oleh sekolahnya melawan smansa. 
Rahmat adalah ketua Suporter dari tim stm, dia mengaku pada saat 
itu tidak tenang karna sekolahnya sering di ejek-ejek oleh suporter 
dari smansa dia juga tidak menyukai cara dari smansa yang 
menjatuhkan nama baik sekolahnya, dan ditambah lagi dia merasa  
di curangi oleh panitia pelaksana yang ada saat itu lebih berpihak 
kepda tim bola smansa. Rahmat berkata “Pada saat panitia 
pelaksana LPI mengiyakan untuk melakukan pertandingan di esok 
harinya akhirnya saya dan teman teman saya sudah membuat janji 
akan datang menonton tim bola dari sekolahku, setelah sampai di 
Lapangan Bola panitia pelaksana LPI malah melarang tim suporter 
dari sekolahku untuk masuk memberi semangat tim stm.  Jelas 
saya merasa benar-benar dicurangi oleh smansa kenapa pada saat 
itu tim supporter dari smansa diberi wewenang untuk masuk ke 
dalam lapangan tapi tim supporter dari sekolah saya tidak dikasih 
masuk? Saya merasa ini tidak adil akhirnya teman-teman saya 
berinisiatif untuk mendatangi smansa niat hanya untuk 
menanyakan ke mereka kenapa sekolah saya tidak diberi izin 
masuk ke lapangan, siapa tahu dengan membicarakan ini saya bisa 
masuk untuk mendukung sekolah saya. Tapi malah smansa yang 
memang selalu berfikiran negatif terhadap sekolah saya, mereka 
malah meneriaki sekolah saya dengan kata “kasihan kalaaah, mau 
bang ko apa datang ke smansa lagi? Mauko bikin ulah kah? (kata-
kata tidak baku dalam bahasa palopo). Saya akui ada dari antara 
kami yang pada saat itu tidak santai dan langsung melempari 
gedung sekolah smansa dan pada saat itu gedung smansa 
mengalami kerusakan pada pintu Gerbangnya, Laboratorium fisika 
dan Pagar pembatas. Pada saat itu anak smansa malah tidak 
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menerima dan akhirnya mereka juga melempari kami batu ada 
salah satu dari antara kami yang kena lemparan, kami juga tidak 
terima karna pada saat itu yang membantu smansa ada beberapa 
sekolah yang ikut turun tangan dalam tawuran tersebut ada dari 
SMK 1, SMA 6, anak Punk dan juga warga setempat seakan akan 
kami semua merasa ini sudah di rencanakan oleh anak smansa. 
 
4. Fauzan, usia 17 tahun, siswa SMA NEG 1 Palopo kelas 3 IPS 3 
Responden adalah salah satu murid smansa yang ikut dalam 
tawuran melawan SMK NEG 2 Palopo. Fauzan yang akrab 
dipanggil ojan mengaku adalah ketua suporter  dari smansa. Dia 
menceritakan kronologi pada saat terjadinya tawuran, dia berkata 
“pada saat terjadinya tawuran kami dari pihak smansa tidak tahu 
kalah tim supporter dari stm ternyata dating menuntut sekolah kami 
karna pada saat itu tim bola dari stm kalah mereka tidak terima 
karna hal tersebut dan datang melempari sekolah kami. Dan 
mereka menganggap kami ikut menonton pada saat itu padahal 
sebenarnya waktu pertandingan kami hanya di sekolah karna kami 
dalam tahap mengikuti ujian semester. Mungkin yang mereka lihat 
adalah sebagian siswa dari sekolah kami yang pada saat itu masuk 
siang (tapi dengan kata lain mereka bukan bagian dari supporter 
smansa) dan bukan hanya mereka saja dari stm yang melakukan 
tawuran tapi mereka juga melibatkan sekolah lain, yaitu SMK Datu 
Suleman, SMK Kartika dan SMA NEG 2 Palopo. Kami tidak 
mungkin diam saat itu karna posisinya kita yang di datangi padahal 
kita tidak tahu apa-apa, mereka datang dengan bergerombol sambil 
menggas-gas motornya, teriak-teriak kayak orang gila dan kami 
merasa tidak tenang melaksanakan ujian saat itu. Setelah ujian 
saya selesai ternyata diluar sudah banyak sekali teman saya yang 
ikut melempar dan ternyata bukan dari sekolah saya saja ada juga 
warga setempat dan tukang ojek yang ikut dalam tawuran tersebut 
mereka mengaku kalau mereka merasa terganggu dengan adanya 
anak sekolah yang teriak dan menggas-gas motornya (tidak 
tenang). 
 
5. Ewaldo Asis, usia 17 tahun, siswa SMA NEG 1 Palopo 
 Responden adalah salah satu murid stm yang pada saat itu ikut 
dalam pertandingan bola LPI (yang dilaksanakan oleh tim 
DISPORA). Waldo merasa saat itu sekolahnya adalah korban 
kejahatan tawuran yang dilakukan oleh stm karna pada saat 
pertandingan dia memang sudah melihat kalau perpanjangan 
waktu yang diberikan wasit bersamaan dengan pencetakan gol dari 
tim  stm dia berkata “saya tidak tahu waktu itu apakah panitia 
memberi kesempatan oleh stm untuk memenangkan pertandingan  
atau bagaimana? Karna pada saat itu kami hanya di suruh untuk 
datang keesokan harinya untuk melakukan pertandingan lagi 
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setelah pertandingan berjalan ternyata tetap sekolah kamilah yang 
memenangkan pertandingan mungkin saat itulah stm merasa kami 
bermain curanglah, panitia pelaksana berpihak kepada sekolah 
kami, padahal itu sama sekali tidak kami bermain dan mematuhi 
peraturan yang telah Dispora buat. stm juga tidak pernah mau 
untuk mengakui kekalahannya. Dan pada saat berlangsungnya 
pertandingan tim supporter dari sekolah kami tidak ada yang masuk 
dalam lapangan yang datang hanyalah siswa smansa yang akan 
mengikuti ujian semester itupun karna mereka masuk siang. 
 
6. Pangeran Putra Pratama.P usia 17 tahun siswa SMA NEG 1 
Palopo 
Responden adalah salah satu murid smansa yang pada saat itu ikut 
dalam tawuran yang dilakukan oleh sekolahnya melawan stm. Dia 
mengaku semua masalah ini hanyalah saling “baku singgung” antar 
sekolah dan menjatuhkan nama baik sekolah lawan akhirnya anak 
stm tidak terima dengan kekalahannya pas pertandingan bola 
makanya mereka berinisitif untuk menyerang smansa agar dendam 
mereka terbalaskan. Pada saat anak stm datang menyerang 
sekolahnya dia baru saja selesai mengerjakan ujian semesternya. 
Dia berkata “saya kaget sekali karna waktu tawuran itu saya lagi 
ujian dan kebetulan ruangan ujian saya tepat di laboratorium fisika 
dan kaca laboratorium  itu pecah otomatis kami semua kaget dan 
berlari keluar ruangan untung saja pada saat itu kami baru saja 
menyelesaikan ujian karna tepat pada jam 11.00 wita stm 
menyerang sekolah kami. Setelah saya keluar ternyata diluar sudah 
banyak sekali orang yang berkumpul saling melempar dan bukan 
hanya batu yang mereka gunakan dalam tawuran, malah ada yang 
memakai busur, parang, badi, peluncur dan senjata tajam lainnya 
bahkan jumlah manusia yang ikut tawuran pada saat itu kurang 
lebih ada 100 orang. Teman saya juga ada yang terluka 3 orang 
karna kena lemparan batu setelah dilarikan ke rumah sakit akhirnya 
polisi datang tapi hanya beberapa saja yang diamanan polisi saat 
itu. Setelah kejadian itu akhirnya ada 2 minggu polisi berjaga jaga 
di sekolah kami untuk pengamanan agar tidak terjadi pembalasan 
dendam dari anak stm”. 
 
Dibawah ini adalah Tabel data dari sekolah SMA NEG 1 Palopo yang 
penulis rampungkan dari hasil wawancara siswa yang ikut atau tidak 
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Sesuai dari tabel diatas penyebab perkelahian antar sekolah di 
Kota Palopo yang telah penulis wawancarai karna adanya faktor dendam, 
kesalahpahaman, perebutan wanita, kepemilikan senjata tajam, 
kepemilihan lahan (tempat nongkrong buat siswa yang sering bolos). 
Karna menurut tabel diatas rata-rata data yang telah penulis wawancarai 
di SMA NEG 1 PALOPO ada juga dari kalangan perempuan. Dari data 
yang telah dikumpulkan penulis, siswa yang ikut dalam perkelahian 
sekolah yang dilakukan oleh pelajar di SMA NEG 1 Palopo berbeda 
dengan SMK NEG 2 Palopo.  
Berikut data dari SMK NEG 2 Palopo yang telah penulis 
wawancarai: 
Tabel 4 
Data siswa yang ikut dalam perkelahian antar sekolah yang di 
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12. Ardi. L L 16 thn XI Listrik B YA 





L 17 thn XII TSM A YA 


















SMK NEG 2 
PALOPO 




SMK NEG 2 
PALOPO 




SMK NEG 2 
PALOPO 




SMK NEG 2 
PALOPO 
19. A. Fajar L 17 thn XII TSM B YA 
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23. Erdhin L 16 thn XII SMB B YA 
SMK NEG 2 
PALOPO 
24. Heril L 17 thn XII SMB A YA 
SMK NEG 2 
PALOPO 
Sumber Data : SMK NEG 2 PALOPO (3 Februari 2015) 
Tingkah laku kriminal yang terjadi pada remaja pada umumnya 
merupakan kegagalan sistem kontrol diri terhadap implus-implus yang 
kuat dan dorongan-dorongan instinktif. Dengan adanya implus-implus 
yang kuat, dorongan primitive serta sentiment-sentimen hebat, kemudian 
mereka salurkan lewat perbuatan kejahatan, kekerasan dan agresi. Yang 
mereka anggap memiliki nilai-nilai yang tinggi. Maka dari itu mereka 
merasa perlu memamerkan energy dan semangat hidup mereka dalam 
wujud aksi bersama seperti perkelahian antar kelompok atau tawuran. 
Data-data yang diperoleh penulis dari beberapa wawancara dengan 
beberapa anak sebagai pelaku kasus tawuran di Kota Palopo, dengan 
mengetahui kesetiakawanan yang tinggi, solodaritas, loyalitas, dan 
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kesediaan untuk berkorban demi nama besar kelompok sendiri akan 
sangat di hargai oleh anggota kelompok, khususnya oleh ketua kelompok 
maka kemudian penulis dapat merincikan beberapa faktor yang 
menyebabkan terjadinya tawuran sebagai berikut: 
1. Faktor Internal 
2. Faktor Eksternal (terbagi 3 yaitu ) 
 Faktor Keluarga 
 Faktor Sekolah/Pendidikan 
 Faktor Lingkungan 
Faktor internal berlangsung melalui proses internalisasi diri yang 
keliru oleh anak-anak remaja dalam menghadapi masalah di lingkungan 
sekitarnya dan semua pengaruh dari luar. Tingkah laku mereka tersebut 
merupakan bentuk reaksi yang irasional dalam proses belajar, dalam 
bentuk ketidak mampuan mereka untuk melakukan adaptasi terhadap 
lingkungan sekitar. Dengan kata lain anak tersebut melakukan pelarian diri 
yang irasional dengan melakukan hal-hal yang negative seperti perilaku 
agresi, kekerasan, dan pelanggaran terhadap norma yang diwujudkan 
dalam bentuk perkelahian kelompok antar remaja.  
Faktor internal dari kenakalan remaja dalam bentuk perkelahian 
antar kelompok dipengaruhi oleh adanya (http://duniasushii. 
blogspot.com/2012/10/opini-tawuran-pelajar.htm|?m=1, diakses tanggal 1 
Desember, pukul 00.21): 
1. Reaksi frustasi negative Merupakan cara beradaptasi yang salah 
terhadap tuntutan zaman modern saat ini. Semua pola kebiasaan 
dan tingkah laku patologis, sebagai akibat dari pemaksaan konflik-
konflik batin sendiri secara bersalah, yang menimbulkan 
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mekanisme responsive yang keliru atau tidak cocok. Seiring 
dengan perkembangan globalisasi yang semakin kompleks, banyak 
remaja yang belum siap dan tidak mampu menyesuaikan diri 
terhadap berbagai perubahan social yang terjadi. Sehingga mereka 
mengalami banyak kejutan, frustasi, konflik terbuka baik internal 
maupun eksternal, ketegangan batin bahkan gangguan jiwa. 
Ditambah lagi dengan banyaknya tuntutan social, sanksi-sanksi dan 
tekanan social masyarakat yang mereka anggap melawan 
kebebasan dan ambisi mereka yang sedang menggebu-gebu. 
2. Gangguan pengamatan dan tanggapan pada remaja, Gangguan 
pengamatan dan tanggapan  itu antara lain berupa: ilusi, halusinasi, 
dan gambaran semu. Tanggapan dari anak remaja bukan 
pencerminan realitas yang nyata melainkan pengolahan batin yang 
keliru sehingga menimbulkan pengertian yang salah. Hal ini 
disebabkan adanya harapan yang terlalu muluk, dan kecemasan 
yang berlebihan. Akibatnya anak remaja berubah menjadi agresif 
dan eksploratif dalam menghadapi berbagai macam tekanan dari 
luar. Maka dari itu reaksi yang diwujudkan berupa bertindak 
menyerang berkelahi dan cepat naik darah. 
3. Gangguan berpikir dan intelegensi pada remaja, Anak yang cerdas 
pasti mampu membetulkan kekeliruan sendiri dengan jalan berfikir 
logis dan membedakan fantasi dengan kenyataan. Sebaliknya 
orang yang terganggu jiwanya akan memperalat pikiran mereka 
sendiri untuk membela dan membenarkan tanggapan yang salah. 
Akibatnya reaksi dan tingkah laku anak menjadi salah kaprah, bisa 
menjadi liar, tidak terkendali, selalu memakai cara keras dan 
perkelahian dalam menghadapi segala kejadian. 
4. Gangguan perasaan atau emosional pada anak remaja, Perasaan 
bergandengan dengan pemuasan terhadap harapan, keinginan dan 
kebutuhan manusia. Jika semua itu terpuaskan, orang akan merasa 
senang dan bahagia, namun apabila keinginan dan kebutuhan tidak 
terpenuhi, ia akan mengalami kekecewaan dan bahkan frustasi. 
Maka perasaan selalu mengiringi proses ketegangan dan 
pemuasan kebutuhan gangguan-gangguan fungsi perasaan ini 
antara lain berupa: 
a) Inkontiensi emosional, yaitu tidak terkendalinya perasaan yang 
meletup-letup eksplosif, dan tidak bisa di kekang. 
b) Labilitas emosional, yaitu suasana hati yang terus menerus 
berganti dan tidak tetap. 
c) Ketidakpekaan dan menumpulnya perasaan, disebabkan karena 
sejak kecil anak tidak di perkenankan dengan  kasih saying, 
kebaikan, dan perhatian. 
d) Kecemasan, merupakan bentuk ketakutan pada hal yang tidak 
jelas, tidak rill, dan di rasakan sebagai ancaman yang tidak bisa 
di hindari. 
e) Rasa rendah diri, dapat melemahkan fungsi berfikir, intelektual, 




Faktor eksternal adalah faktor yang datang dari luar individu, yaitu : 
 Faktor Keluarga 
Keluarga adalah tempat dimana pendidikan pertama dari orangtua 
diterapkan. Jika seorang anak terbiasa melihat kekerasan yang dilakukan 
didalam keluarganya maka setelah ia tumbuh menjadi remaja maka ia 
akan terbiasa melakukan kekerasan karena inilah kebiasaan yang datang 
dari keluarganya. Selain itu ketidak harmonisan keluarga juga bisa 
menjadi penyebab kekerasan  yang dilakukan oleh pelajar. Suasana 
keluarga yang menimbulkan rasa tidak aman dan tidak menyenangkan 
serta hubungan keluarga yang kurang baik dapat menimbulkan bahaya 
psikologis bagi setiap usia terutama pada masa remaja. 
 Faktor Sekolah/Pendidikan 
Sekolah tidak hanya untuk menjadikan  para siswa pandai secara 
akademik namun juga pandai secara akhlaknya . Sekolah merupakan 
wadah untuk para siswa mengembangkan diri menjadi lebih baik. Namun 
sekolah juga bisa menjadi wadah untuk siswa menjadi tidak baik, hal ini 
dikarenakan hilangnya kualitas pengajaran yang bermutu. Contohnya 
 disekolah tidak jarang ditemukan ada seorang guru yang tidak memiliki 
cukup kesabaran dalam mendidik anak muridnya akhirnya guru tersebut 
menunjukkan kemarahannya melalui kekerasan. Hal ini bisa saja ditiru 
oleh para siswanya. Lalu disinilah peran guru dituntut untuk menjadi 
seorang pendidik yang memiliki kepribadian yang baik. Selain itu sekolah 
juga di tuntut untuk memberi kegiatan Ekstrakulikuler agar dapat 
membantu para siswa sehingga siswa lebih meluangkan waktu mereka 
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dengan kegiatan yang positif, contoh kegiatannya Bola, Basket, 
Marchingband, Musik, Pramuka, Bulutangkis, Sispala, organisasi HI dan 
mengadakan seminar tentang akibat tawuran sehingga tidak ada lagi 
pelajar yang melakukan tindak bodoh dengan tawuran, Jurnalistik karna 
ekskul jurnalistik (dapat menambah pengetahuan dan berbagai ilmu 
melalui majalh dinding pada lingkungan sekolah) 
 Faktor Lingkungan 
Lingkungan rumah dan lingkungan sekolah dapat mempengaruhi 
perilaku remaja. Seorang remaja yang tinggal dilingkungan rumah yang 
tidak baik akan menjadikan remaja tersebut ikut menjadi tidak baik. 
Kekerasan yang sering remaja lihat akan membentuk pola kekerasan 
dipikiran para remaja. Hal ini membuat remaja bereaksi anarkis. Tidak 
adanya kegiatan yang dilakukan untuk mengisi waktu senggang oleh para 
pelajar disekitar rumahnya juga bisa mengakibatkan tawuran. 
 
C. Upaya Penanggulangan yang Dilakukan Aparat kepolisian untuk 
mencegah terjadinya Perkelahian antar Pelajar di Kota Palopo 
Bagaimanapun juga kejahatan didunia ini tidak akan bisa di 
hilangkan, termasuk yang disertai dengan kekerasan seperti 
penganiayaan. Masalah kejahatan akan selalu mengikuti dan menyertai 
peradaban manusia. Upaya manusia hanya sebatas mencegah dan 
menanggulangi kejahatan itu.  
Menurut pandangan hukum bahwa kejahatan akan selalu ada, jika 
ada kesempatan untuk melakukannya sampai berulang kali. Pelaku dan 
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korban kejahatan berkedudukan sebagai partisipan yang dapat terlibat 
secara aktif dalam suatu kejahatan. 
Korban membentuk pelaku kejahatan dengan sengaja atau tidak 
sengaja berkaitan dengan situasi dan kondisi masing-masing. Antara 
korban dan pelaku ada hubungan fungsional. Berdasrkan pandangan 
tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kejahatan itu tidak dapat di 
hapus begitu saja akan tetapi dapat diusahakan untuk meminimalisirkan 
kejahatan itu. 
Mengenai upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam 
menanggulangi kejahatan secara lebih khusus terhadap perkelahian antar 
sekolah yang dilakukan oleh pelajar. Terkait hal itu, penulis memperoleh 
penjelasan dan hasil wawancara dengan Ipda Siliwadi Kanit I Resum 
Polres Palopo yang menyebutkan upaya itu antara lain : 
 Mengadakan penyuluhan ke sekolah-sekolah 
 Menempatakan personil kepolisian atau pengamanan untuk 
mencegah terjadi adanya tawuran 
 Berkoordinasi oleh pihak sekolah atau guru-guru 
 Memberikan pemahaman kepada orang Tua agar tidak 
membiarkan anaknya berkeliaran  
 Untuk Tersangka (pelaku anak) dalam penanganannya di 
pangilkan Linmas dari Bapas (bimbingan masyarakat) untuk 
meringankan sanksi terhadap pelaku anak. 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan itu penulis yang 
menguraikan upaya penanggulangan kejahatan, khususnya Perkelahian 
(tawuran) antar sekolah yang dilakukan oleh pelajar yang terjadi di wilayah 





1. Metode Pre-emptif 
Metode ini merupakaan usaha atau upaya-upaya pencegahan 
kejahatan sejak awal sejak dini, yang dilakukan oleh kepolisian yang 
mana tindakan itu lebih bersifat psikis atau moril untuk mengajak atau 
menghimbau kepada para pelajar agar dapat menaati norma-norma yang 
berlaku. Upaya-upaya ini dapat berupa: 
a. Membina hubungan baik dengan sekolah-sekolah lain/warga 
setempat agar terciptanya realisasi perlindungan itu sendiri. 
b. Ikut serta bilamana sekolah mengadakan penyuluhan entah itu 
penyuluhan narkoba dll 
c. Ikut dalam pembinaan generasi muda dengan mendukung 
segala kegiatan olahraga dan kegiatan positif lainnya. 
d. Membuat selebaran-selebaran mengenai informasi yang di 
anggap perlu demi mencegah kejahatan dan pelanggaran. 
 
2. Metode Preventif 
Metode Preventif merupakan uaya yang dilakukan dengan tujuan 
untuk mencegah timbulnya kejahatan dengan tindakan pengendalian dan 
pengawasan, atau menciptakan suasana yang kondusif guna mengurangi 
dan selanjutnya menekan agar kejahatan itu tidak berkembang ditengah 
masyarakat. Upaya preventif ini pada prinsipnya jauh lebih 
menguntungkan jika dibandingkan dengan usaha penanggulangan secara 
represif. Hal ini sesuai dengan apa yang di kemukakan oleh seseorang 
kriminolog. 
W. A. Bonger (Soedjono, 1995:221) yaitu “mencegah kejahatan 
lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi orang baik 
kembali”. Berdasarkan apa yang diutaraka oleh pakar diatas maka dapat 
ditarik kesimpulan bahwa mencegah terjadinya sesuatu yang tidak 
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diinginkan jauh lebih baik daripada memulihkan kembali dampak dari apa 
yang terjadi. Upaya ini berupa: 
a. Penyuluhan-penyuluhan hukum oleh tim kepolisian kepada 
pelajar baik formal maupun non formal. Bekerja sama dengan 
Pemerintah Daerah, instansi-instansi, LSM, dan Masyarakat. 
Tema yang biasa di angkat adalah Narkoba, bahaya Miras, 
bahaya Tawuran pada pelajar serta kejahatan-kejahatan pada 
umumnya. Hal ini dilakukan dengan maksud sebagai 
pencegahan agar pertikaian antara sekolah tidak terjadi lagi 
sehingga tidak mengganggu orang lain. Selain itu dari 
bimbingan dan penyuluhan ini diharapkan agar pelajar juga taat 
dengan hukum dan menjujung tinggi Hak Asasi Manusia agar 
terciptanya keamanan dan ketertiban sesama pelajar yang 
masih membutuhkan bimbingan khusus oleh Guru/orang Tua, 
oleh karena itu perlu diberi suatu masukan bagi dirinya dalam 
hal yang positif utamanya bagi mereka yang berusia dan berjiwa 
muda, sama halnya dengan penyuluhan. 
b.  Menempatkan anggota kepolisian pada tempat yang di anggap 
rawan atau tempat yang ramai dikunjungi oleh para pelajar 
seperti Kafe, Mol, tempat main PS (playstation), tempat- tempat 
nongkrong lainnya (yang diduga tempat mereka sering 
berkunjung) 
c.  Mengadakan Patroli keliling hingga 3 kali sehari di depan 
gedung sekolah atau mengkoordinir guru-guru di setiap sekolah 
agar mencegah siswa berkeliaran saat jam pelajaran. 
d. Menurunkan tim untuk melakukan serangkaian tugas 
penyelidikan. 
e.  Mendirikan pos-pos penjagaan disetiap tempat yang dianggap 
perlu demi menjaga kestabilan keamanan siswa/pelajar. 
 
Sesuai dengan tugas dan fungsi kepolisian dimana bertugas 
memelihara keamanan dan ketertiban demi kepentingan umum. Tugas ini 
dapat dilakukan dengan cara melakukan patroli keamanan secara rutin 
disetiap daerah-daerah yang di anggap rawan terjadinya tindak kejahatan 
khususnya perkelahian antar sekolah. 
Peran serta kepolisian juga harus didukung oleh aparatnya, karena 
terkadang kinerja aparat tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. 
Aparat kepolisian diharapkan dalam melakukan partroli dapat berinteraksi 
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dengan masyarakat/pelajar agar tercipta hubungan harmonis antara 
aparat dan masyarakat/pelajar sehingga dapat mencerminkan bahwa 
kepolisian adalah abadi masyarakat dan pengayom masyarakat.  
Perlindungan yang diberikan oleh aparat kepolisian terhadap anak 
pada umumnya dengan anak sebagai korban kekerasan fisik sama yaitu 
dengan memberikan perlindungan khusus, tetapi ada perbedaannya kalau 
anak pada umumnya dengan memberikan perlakuan atas anak secara 
manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, sedangkan bagi 
korban kekerasan fisik di sekolah dengan menyediakan tempat khusus 
bagi anak korban kekerasan fisik dan aparat kepolisian berpedoman atau 
berpegangan pada prinsip dasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak. 
Menurut Pasal 28 G ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 “Setiap 
orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, 
martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak 
atas rasa aman dan perlindungan darn ancaman ketakutan untuk berbuat 
sesuatu yang merupakan hak asasi”. Di dalam Pasal 28 G ayat (1) 
Undang-Undang Dasar 1945 dimaksudkan agar setiap perbuatan yang 
dilakukan oleh pelaku tawuran pelajar merupakan perbuatan yang 
melanggar hak asasi seseorang untuk mendapatkan rasa aman. Selain 
orang tua dan sekolah, dalam hal ini polisi mempunyai peranan penting 
dalam menindak para pelaku tawuran pelajar.  
Menurut Anton Tabah (1996:2) Polisi merupakan aparat penegak 
hukum dan penjaga keamanan ketertiban yang setiap saat harus 
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berhubungan dengan masyarakat luas. Dalam hubungan dengan 
masyarakat itu polisi mengharapkan kesadaran hukum dan sikap tertib 
dari masyarakat. Sebaliknya masyarakat menghendaki agar kepolisian 
selalu bijaksana dan cepat dalam bertindak dan senantiasa berpegang 
teguh pada hukum tanpa mengabaikan kepentingan dan perasaan 
masyakarat. Dengan perkataan lain kesadaran hukum dan sikap tertib 
masyarakat untuk sebagian besar tergantung sejauh mana kewibawaan 
kepolisian. Semakin nyata kewibawaan itu semakin kuat kesadaran 
hukum dan tertib masyarakat. Semakin kabur kewibawaan kepolisan akan 
semakin lemah kesadaran hukum dan sikap tertib masyarakat. 2 Peran 
aparat kepolisian dalam menindak para pelaku tawuran pelajar sangatlah 
penting. Aparat kepolisian yang mempunyai peran sebagai kontrol sosial 
harus bertindak dan bergerak cepat dalam menangani peristiwa tawuran 
pelajar sebelum menimbulkan kerugian yang besar baik materiil maupun 
formil. 
3. Metode Represif 
Metode Represif merupakan upaya atau tindakan yang dilakukan 
secara langsung untuk memberantas kejahatan kekerasan seperti 
penganiayaan dengan memberikan tindakan agar pelaku jera dan tidak 
mengulangi kejahatannya kembali. Adapun tindakan represif yang 
dimaksud sebagai berikut: 
a. Menerima dan mengambil tindakan terhadap laporan atau 
pengaduan kejahatan 
b. Melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan 
terhadap suatu kejahatan. 
c. Melakukan penangkapan, penahan dan pemeriksaan. 
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Apabila dipandang dapat untuk dilanjutkan maka berkas perkara 
akan di limpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutuan agar 
nantinya mereka yang terlibat dalam perkelahian antar sekolah dapat di 
kenakan hukuman melalui proses persidangan. 
Setiap langkah para penegak hukum untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat akan rasa aman pasti akan disambut baik oleh semua pihak. 
Pada umumnya pola-pola penanggulangan perkelahian antar pelajar 
menekankan prinsip bahwa bentuk penindakan terhadap pelaku antar 
pelajar dalam bentuk yang bagaimanapun harus bersifat mendidik agar 
kejadian tersebut tidak terjadi lagi mengingat karna pelakunya adalah 
pelajar dimana pelaku tersebut belum bisa di katakan tersangka tapi 
pelaku anak dan hukumannya juga tidak sebanding dengan hukuman 
orang dewasa apalagi anak tersebut masih dibawah umur. 
Untuk itu perlu diperhatikan apa yang dikatakan oleh Sutherland 
(Mulyana W. Kusumah, 1981:165) 
bahwa walaupun hukuman merupakan suatu cara untuk 
membentuk sikap-sikap anti kejahatan dalam masyarakat umum, 
namun hukuman bukanlah satu-satunya cara yang paling efisien 
untuk mencegah terjadinya kejahatan. 
 
Peran aparat kepolisian tidaklah hanya sebagai pihak yang 
menghentikan tawuran pada saat terjadinya suatu tawuran, tetapi aparat 
kepolisian juga harus bertindak sebagai penegak keadilan dan penegak 
hukum terhadap para pelaku tawuran pelajar yang tertangkap. Pasal 30 
ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan “Kepolisian Negara 
Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan 
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ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani 
masyarakat, serta menegakkan hukum”.  
Andi Hamzah (1993:81) Kewenangan kepolisan sebagai penegak 
hukum dalam hal bertindak memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam 
mengungkap suatu tindak pidana Penegakan hukum terhadap tindak 
pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar sekolah harus 
dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
walaupun dalam kenyataannya Undang-undang yang mengatur tentang 
tawuran pelajar belum ada dan diatur secara khusus. Seringkali aparat 
kepolisian dalam menangani tindak pidana tawuran mengalami kendala 
dan masalah terhadap para pelaku tawuran pelajar.  
Peran aparat kepolisian tidak hanya sebatas di lapangan saja 
dalam menangani dan mengamankan tawuran pelajar. Aparat kepolisian 
juga berperan dalam penangkapan dan penyidikan kepada pelaku 
tawuran pelajar. Penangkapan dilakukan di tempat kejadian kepada 
pelaku yang dianggap sebagai provokator. Penyidikan dilakukan untuk 
mengetahui motif tawuran, para pelaku dan kronologi tawuran pelajar 
yang dilakukan. Memanglah sulit membuat pertimbangan tindakan apa 
yang akan diambil dalam saat yang singkat pada penanggapan pertama 
suatu tindak pidana. 
Dalam penyelesaian perkelahian antar pelajar dapat juga dilakukan 
dengan cara sebagai berikut: 
a. Perdamaian  
Penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui perdamaian. 
Persamaian merupakan langkah yang terbaik dalam menyelesaikan 
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antar pelajar terjadi sebelum konflik dan penyelesaian dapat 
dilakukan perjanjian damai antara para pihak untuk tidak 
mengulangi perbuatannya. 
b. Musyawarah Mufakat 
Penyelesaian konflik antar kelompok pelajar dapat dilakukan dengan 
jalan musyawarah. Artinya setiap permasalahan yang terjadi 
sebelum konflik tersebut dicari akar permasalahannya, apa 
penyebab terjadinya perkelahian antar pelajar. Dengan adanya 
musyawarah mufakat diharapkan dapat terselesaikan dengan baik. 
Dalam upaya penyelesaian konflik biasanya pihak kepolisian 
menyerahkan semua masalah tersebut kepada sekolah, atau 
OrangTua siswa, apakah tindakan selanjutnya yang akan dilakukan 
oleh pihak sekolah maupun orangtua siswa, apakah siswa tersebut 
diberikan sanksi sebagaimana tindakannya diluar sekolah (kecuali 
kasus yang ditimbulkan pelajar tidak perlu dibawa sampai ke 
pengadilan) yang dipercaya mampu menyelesaikan konflik antar 
kelompok. 
c. Pembayaran Ganti Rugi 
Penyelesaian perkelahian antar kelompok dapat diselesaikan 
dengan pemabayaran ganti rugi, apabila penyelesaian melalui 
musyawarah atau perdamaian tidak ada titik temu penyeledsaian  
maka pembayaran ganti rugi biasanya dilakukan apabila terjadi 
kerugian diantara para pihak yang berkonflik akibat luka, kerusakan-
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kerusakan fasilitas umum/pribadi dan lain-lain. Maka pembayaran 
ganti rugi sebagai penggantinya. 
Dari beberapa kasus perkelahian antar pelajar pada tahun 2012-
2014 yang terjadi di Kota Palopo. Tidak ada kasus diselesaikan melalui 
proses pengadilan. Hal ini disebabkan karena proses penyelesaian 
perkelahian antar pelajar tersebut lebih kepada upaya penyelesaian 
melalui jalur diluar hukum seperti perdamaian dengan cara penyelesaian 
secara kekeluargaan.  
Oleh sebab itu, para pihak yang bertikai diharapkan untuk menahan 
diri, bersikap kooperatif dan memberikan kesaksian yang benar. Upaya-
upaya yang dilakukan aparat kepolisian harus terus ditingkatkan demi 
mencegah terjadinya perkelahian antar pelajar mengingat dampak atau 
akibat dari tindakan tersebut sangat merugikan dan meresahkan pihak 
sekolah, terutama OrangTua siswa dan masyarakat setempat. 
Sejalan dengan penjekasan tersebut diatas, secara hukum Polri 
dalam pelaksanaan tugasnya dapat mengambil tindakan diluar hukum 
guna menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat/pelajar serta 
melindunginya, seperti bunyi Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No.28 
Tahun 1997 yaitu; untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara 
Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenang dapat 
bertindak menurut penilaiannya sendiri. 
Undang-undang Dasar 1945 Pasal 30 (4), yaitu: 
Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang 
menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, 
mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.  
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Dengan berpijak pada Pasal 18 tersebut diatas polisi mempunyai 
hak yang cukup luas dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan 
masyarakat termasuk dalam menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi 
dimasyarakat. Sehingga pencegahan konflik yang terjadi di antara pelajar 
tidak hanya dasarkan pada pencegahan secara hukum, namun juga dapat 






















Berdasarkan pembahasan yang terdapat di bab-bab sebelumnya 
mengenai Perkelahian antar sekolah yang dilakukan oleh Pelajar dan 
mengenai faktor-faktor penyebabnya dan upaya-upaya dalam 
penanggulangannya. Penulis menutup skripsi ini dengan memberikan 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Perkelahian Antar Sekolah yang dilakukan oleh Pelajar di Kota Palopo 
disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain ; faktor keluarga, faktor 
lingkungan, dan faktor pendidikan/sekolah. Faktor penyebab terjadinya 
perkelahian antar sekolah biasanya karna adanya rasa 
ketersinggungan antara anggota kelompok, kesalahpahaman, 
dendam, rasa solidaritas, ketidakharmonisan keluarga, kurangnya 
kegiatan ekstrakulikuler di sekolah dan hal-hal yang dapat membuat 
perpecahan, misalnya kedua pelajar laki-laki memperebutkan seorang 
gadis. 
2. Upaya-upaya yang dilakukan aparat kepolisian dalam menanggulangi 
kejahatan kekerasan seperti perkelahian antar pelajar adalah: Metode 
Pre-emptif merupakan usaha atau upaya-upaya pencegahan 
kejahatan sejak awal atau sejak dini, yang dilakukan oleh kepolisian 
yang mana tindakan itu lebih bersifat psikis atau moril untuk mengajak 
atau menghimbau kepada masyarakat/pelajar agar dapat menaati 
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setiap norma-norma yang berlaku walaupun pelajar masih 
dikategorikan anak di bawah umur. Metode Preventif merupakan 
upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah timbulnya 
kejahatan dengan tindakan pengendalian dan pengawasan, atau 
menciptakan suasana yang kondusif guna mengurangi dan selanjutnya 
menekan agar kejahatan itu tidak berkembang ditengah-tengah pelajar 
di lingkup Sekolah Menengah Atas. 
B. Saran 
Terhadap uraian diatas, maka penulis mempunyai beberapa saran, 
yaitu: 
1. Dalam mencegah terjadiatan kekerasan seperti perkelahian antar 
pelajar, diharapkan agar dapat terciptanya kesadaran hukum 
masyarakat/pelajar harus menghindari sikap dan keadaan yang 
mampu memicu perkelahian dan diharapkan mampu untuk dapat 
bekerja sama baik dengan penegak hukum, maupun pihak-pihak lain 
yang terkait. 
2. Dalam upaya penindakan kejahatan kekerasan seperti perkelahian 
antar pelajar, tidak hanya dilakukan oleh pihak Kepolisian dan 
Lembaga Pemasyarakatan, hendaknya melibatkan Pengadilan Negeri 
yang juga mempunyai peran penting dalam upaya penanggulangan 
kejahatan, dan aparat hukum juga diharapkan harus mengambil 
tindakan tegas terhadap pelaku dan melakukan tindakan represif agar 
pelaku jera dan tidak mengulangi kejahatannya kembali. 
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3. Dalam upaya penanggulangan secara pre-emtif, kiranya seluruh pihak 
baik aparat penegak hukum dan masyarakat untuk memberikan 
penyuluhan-penyuluhan hukum secara aktif dan menyeluruh 
khususnya kepada anak/pelajar mengenai dampak dari kejahatan 
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